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Oleh
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Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memberikan
kontribusi yang besar dalam pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembayaran
pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tiga instansi terkait yaitu Dinas
Pendapatan Daerah, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Kemudian untuk
memudahkan kelancaran dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan
model pelayanan satu atap melalui Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah
Satu Atap (SAMSAT). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat
dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan. Salah satu upaya untuk
meningkatkan pelayanan adalah optimalisasi pelayanan publik. Optimalisasi
pelayanan merupakan salah satu bentuk upaya pengoptimalan atau upaya
pembuatan lebih optimal suatu pelayanan dimana terdapat faktor-faktor yang
menentukannya yaitu faktor intern seperti perilaku kepemimpinan birokrasi,
rangsangan yang memadai, kejelasan tugas dan prosedur kerja, dan kejelasan
peran dan sarana prasarana serta faktor ekstern seperti persepsi, sikap dan
sentiment masyarakat terhadap kinerja aparat birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pelayanan pajak
kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu atap
di Kantor SAMSAT Kotabumi serta kendala-kendala yang dihadapinya. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.



Hasil penelitian ini menunjukkan dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan
bermotor oleh pihak Kantor SAMSAT, upaya yang dilakukan pimpinan Kantor
SAMSAT Kotabumi menunjukkan perilaku yang dapat mengerakkan aparat
SAMSAT yang menjadi bawahannya untuk berkerja maksimal. Selanjutnya pihak
Kantor SAMSAT Kotabumi melakukan upaya pemberian rangsangan bagi seluruh
petugas dalam berkerja berupa pemotivasian dengan menciptakan hubungan yang
harmonis sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian tugas dan
prosedur kerja aparat telah jelas dan upaya yang dilakukan petugas adalah
menjalankan tugas dan prosedur kerja selalu mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan. Selanjutnya peran masing-masing instansi di Kantor SAMSAT
Kotabumi telah jelas dan upaya yang dilakukan petugas adalah dalam
menjalankan peran tersebut petugas selalu mengikuti mekanisme yang terdapat
dalam Pedoman Tata Laksana SAMSAT serta pihak Kantor SAMSAT Kotabumi
melakukan upaya untuk memanfaatkan dan memelihara sarana prasarana yang
telah ada serta melakukan upaya pengajuan permintaan pengadaan dan
pengembangan sarana prasarana kepada Pemerintah Provinsi. Selanjutnya yang
terakhir petugas Kantor SAMSAT Kotabumi melakukan upaya sosialisasi dalam
bentuk tulisan-tulisan untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam
membuat pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor menjadi
optimal. Namun dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap, pihak Kantor SAMSAT
Kotabumi menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya jumlah personil,
kurangnya program peningkatan Kkualitas aparat secara menyeluruh dan
berkelanjutan, serta masih terbatasnya sarana prasarana serta kurang cepatnya
respon pemerintah terhadap permintaan untuk pengadaan dan pengembangan
sarana prasarana di Kantor SAMSAT Kotabumi.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa (1) pihak Kantor SAMSAT Kotabumi
sebaiknya mengajukan permintaan penambahan jumlah personil kepada pihak
yang berwenang penambahan jumlah personil (2) Pemerintah Provinsi sebaiknya
mengadakan pembinaan dan peningkatan profesionalime  aparat secara
menyeluruh dan berkelanjutan (3) Pemerintah Provinsi seharusnya merespon
cepat untuk melakukan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana
pelayanan.

Kata Kunci : SAMSAT, Optimalisasi pelayanan



ABSTRACT

MOTOR VEHICLE TAX SERVICE OPTIMIZATION IN SYSTEM
ADMINISTRATION MANUNGGAL UNDER ONE ROOF
(Studies in the SAMSAT office of Kotabumi North Lampung)

BY

DONY OBARA

Motor vehicle tax is one tax that provides a major contribution to development in
the region. Implementation of motor vehicle tax payments carried out by three
agencies namely the Regional Revenue Office, the police and PT. Jasa Raharja.
Then to facilitate the smooth running motor vehicle tax payments made through
one stop service Manunggal Administration System Under One Roof (SAMSAT).
In order to improve tax payer compliance can be done by improving the quality of
care service. One effort to improve services is to optimize service delivery.
Optimizing the service is one form of optimization effort or attempt a more
optimize manufacturing to a service where there are factors that determine the
internal factors such as the behavior of bureaucratic leadership, adequate
stimulation, clarity of tasks and work procedures and clarity of roles and
infrastructure as well as external factors such as perception, attitudes and public
sentiment against the performance of the bureaucratic personnels.

This study to describe the optimization of motor vehicle tax service in Manunggal
Admnistration System Under One Roof in Kotabumi SAMSAT Office and the
constraints it faces. The method used in this study is the type of descriptive
research with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study
by observation, interview and documentation.

The results of this study demonstrate the optimization of motor vehicle tax
services by the SAMSAT office, the efforts made head of the Office of Kotabumi



SAMSAT show behavior that can work the units that became his subordinate
officers to work optimally. Furthermore, the office of SAMSAT Kotabumi make
efforts to provide stimulus for the entire staff in motivating work by creating a
harmonious relationship so as to create a comfortable working environment. Then
the tasks forces and working procedures have been clear and the efforts officers
are performing their duties and working procedures are always followed the
conditions set. Futhermore, the role of each agency in the office of Kotabumi
SAMSAT been clear and efforts made in crrying out the role of officers is always
the officers followed mechanism contained in the Code Of Procedure of the office
the Units. Units Kotabumi make efforts to utilize and maintain existing
infrastructure and make efforts to conduct and infrastructure development service
to the Provincial Government. Furthermore, the last officers SAMSAT Office
Kotabumi socialization efforts in the form writing to invite the community to
participate in making the service especially the service vehicle tax to be optimal.
However, in the optimization of motor vehicle tax services in Manunggal
Administration System Under One Roof, the Office of SAMSAT Kotabumi face
several obstacles, namely the lack of personnel, lack of quality improvement
programs in a comprehensive and sustainable forces and the limited infrastructure
and lack of Government response to the rapid request for procurement and
infrastructure development in the office of SAMSAT Kotabumi.

The study recommends that (1) Kotabumi SAMSAT Office should request the
addition of personnel to the appropriate authorities of the Central SAMSAT
Coach Team (2) The Provincial Government Should hold coaching and improved
overall profecionalism personnel and sustainable (3) The Provincial Government
should respond quickly to conduct procurement and infrastructure development
services.

Key words: SAMSAT, Optimization
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdaulat dimana wilayahnya
terbagi dalam Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dewasa ini perbincangan tentang
otonomi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia
khususnya di Provinsi Lampung masih terus berlangsung dan mendapat perhatian
yang serius oleh berbagai elemen masyarakat. Provinsi Lampung yang terletak di
Pulau Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia telah menjalankan

otonomi tersebut hingga sekarang.

Otonomi daerah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah memberikan
kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola pembangunannya. Untuk
itu daerah harus berupaya dan berusaha meningkatkan kapasitasnya agar dapat
mengelola pembangunan secara baik. Hal itu semakin menjadi penting karena
disadari bahwa sentralisasi selama ini telah menciptakan ketergantungan daerah
kepada pemerintah pusat sehingga tidak mampu meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah.



Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengantikan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa (1) untuk
meyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri yang didukung
oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara
Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem
pemerintahan daerah, (2) Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah
kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi
kewenangan daerah. Kapasitas pemerintah daerah dicerminkan oleh
kemampuannya dalam merumuskan kebijakan yang tepat, memberikan pelayanan
yang baik dan mensejahterakan rakyat di wilayahnya. Untuk itu pemerintah
daerah harus didukung aparatur yang disiplin dan berkualitas, manajemen yang
baik serta keuangan dan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu aspek
yang mendukung kapasitas daerah adalah keuangan daerah. Dengan demikian,
maka keuangan daerah perlu ditingkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan daerah

dicerminkan oleh kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber
keuangan daerah sebagai dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin
dan pembangunan pemerintah daerah yang berhubungan dengan tugas
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang



kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber
pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,

pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sehubungan dengan pentingnya sumber-sumber keuangan daerah, salah satu
sumber pembiayaan operasional pembangunan di daerah yang memiliki kontribusi
yang sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan
tidak dihasilkan oleh swasta adalah sektor pajak (Suparmoko, 2000:71). Menurut
Soemitro (2000:8) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak diatas membayar pajak merupakan perwujudan dari
pengabdian dan juga peran serta sebagai warga Negara yang baik untuk secara
dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi
pembiayaan Negara dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian pajak
memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan.

Berkaitan dengan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan
retribusi daerah disebutkan jenis pajak Kota atau Kabupaten yang terdiri dari:
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,



Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sedangkan jenis pajak Provinsi
terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Sementara di Provinsi Lampung jenis pajak yang dipungut terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan atau pemanfaatan air dibawah tanah
5. Pajak pengambilan atau pemanfaatan air di permukaan

( Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

Dari paparan diatas salah satu pajak yang menjadi andalan atau pajak yang
potensial dipungut bagi Provinsi Lampung adalah pajak kendaraan bermotor. Hal
ini dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor yang
mendominasi pendapatan asli daerah Provinsi Lampung jika dilihat dari kurun
waktu tahun 2001-2007 jika dilihat dari proporsinya, rata-rata Kkotribusi dan
struktur sektor pajak Provinsi Lampung secara umum berturut-turut terdiri atas:

Tabel 1. Rata-rata Kontribusi dan Struktur Sektor Pajak Provinsi Lampung kurun
waktu 2004-2007

No | Jenis pajak Rata-rata kontribusi
%
1 Bea Balik Kendaraan Bermotor/ BBN-KB 36,74
2 Pajak Kendaraan Bermotor/PKB 31,55
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30,93
4 Pajak Pengambilan atau pemanfaatan air dibawah | 0,35
tanah




5 Pajak pengambilan atau pemanfaatan air di | 0,43
permukaan

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
merupakan salah satu pajak yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Potensi penerimaan dari PKB tersebut
merupakan akibat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di
daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota. Salah
satu Kabupaten yang menjadi salah satu bagian dari Provinsi Lampung yang juga
turut menyumbang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi PAD adalah
Kabupaten Lampung Utara. Penerimaan PKB yang berasal dari Kabupaten
Lampung Utara didapat dari wajib pajak yang kendaraannya berasal dari wilayah
Kabupaten Lampung Utara. Berikut tabel mengenai realisasi Pajak Kendaraan
Bermotor per tahun anggaran pada wilayah Kabupaten Lampung Utara:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Per Tahun Anggaran
pada Wilayah Kabupaten Lampung Utara

No Tahun Realisasi %
(Rp)

1 2005 8.628.882.377 134,17

2 2006 9.055.044.056 118,66

3 2007 10.075.624.810 112,58

4 2008 11.597.429.865 104,66

5 2009 12.721.590.710 113,45

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 2 diatas terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor

di wilayah Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan tiap tahunnya itu



dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2005
yang hanya berjumlah Rp. 8.628.882.377 meningkat menjadi Rp. 9.055.044.056
pada tahun 2007 tetapi fenomena tersebut ternyata diringi jumlah tunggakan yang
semakin meningkat setiap tahunnya hal itu membuat penerimaan PKB yang
seharusnya bisa semakin bertambah menjadi tidak bertambah. Meningkatnya
jumlah tunggakan atau denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilihat
dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. Daftar Jumlah Tunggakan PKB Per Tahun Anggaran pada Wilayah
Kabupaten Lampung Utara

No | tahun PKB
TUNGGAKAN

(Rp)

1 2004 123.076.036

2 2005 153.660.308

3 2006 173.596.545

4 2007 349.649.910

5 2008 153.159.530

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Dari tabel 3 diatas, terlihat jelas bahwa adanya peningkatan rata-rata jumlah
tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tiap tahun anggaran pada wilayah
Kabupaten Lampung Utara. Fenomena peningkatan rata-rata jumlah tunggakan
diatas mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar
pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan waktu yang tertera pada Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK).



Secara teknis Unit Kkerja instansi yang melayani pembayaran pajak kendaraan
bermotor adalah Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah
Satu Atap). Dasar pembentukan SAMSAT  didasari Keputusan Bersama
Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No.
KEP/13/XI11/1976 dan KEP.1693/MK/141/1976 dan 331 Tahun 1976, tertanggal
26 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemda, Komando
Daerah Kepolisian dan Aparat Depkeu dalam Rangka KATYANMAS
(Peningkatan Pelayanan Masyarakat) dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi
kewajibannya di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),

serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)..

SAMSAT itu sendiri merupakan suatu sistem sebagai upaya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik kendaraan bermotor
dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Pembentukan SAMSAT dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dan untuk
kelancaran pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta efesiensi biaya yaitu
menghindarkan wajib pajak atas pengenaan pajak berganda, yaitu pungutan

(pajak/premi) pada setiap instansi yang terkait.

Secara teknis pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melibatkan 3

instansi yang terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, PT.Jasa Raharja (Persero)



Dan Kepolisian Republik Indonesia. (Sumber: Intsruksi Bersama Menteri
Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan dengan No.

INS/03/M/X/1999, No.29 Tahun 1999 dan No. 6/MK.014/1999)

Dilihat dari maksud dibentuknya Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu
Atap diatas secara umum sistem pelayanan satu atap ini dibentuk untuk
memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, kejelasan, dan kepastian serta
ketertiban pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang pada
intinya memberikan pelayanan prima (optimal). Menurut Rasmadi (2007:11)
pelayanan prima merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membantu masyarakat
sebagai pelanggan dan dilakukan dengan cara terbaik sehingga kebutuhan mereka

terpenuhi.

Berdasarkan pengamatan peneliti pelayanan yang diberikan oleh Kantor
SAMSAT Kotabumi sebagai unit kerja instansi yang memberikan pelayanan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Lampung Utara
masih bermasalah terutama pada waktu proses penyelesaian pembayaran pajak
kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mencapai 1 jam lebih. Selain waktu
penyelesain pelayanan, jadwal pelayanan yang diberikan Kantor SAMSAT
Kotabumi juga masih tidak disiplin dimana petugas SAMSAT telah menutup

loket sebelum waktu yang sebenarnya telah ditentukan.

Kondisi masyarakat saat ini telah mengalami suatu perkembangan yang dinamis,
tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, yang merupakan indikasi dari
“empowering” yang dialami masyarakat (Thoha, 1997:119). Hal ini berarti bahwa

masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara di



tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin
berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah.
Masyarakat semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang
dilakukan oleh pemerintahnya. Dalam kondisi masyarakat seperti ini birokrasi
publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif
dan efesien, sederhana, terbuka, tepat waktu, responsif dan sekaligus dapat
membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan

masyarakat secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi, 1991:213).

Fenomena meningkatnya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di
wilayah Kabupaten Lampung Utara yang mengindikasikan masih banyaknya
wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar PKB kendaraannya sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan di STNK kendaraan. Hal tersebut disebabkan oleh
banyak hal salah satunya adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor
yang diberikan belum optimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan tingkat
kepatuhan wajib pajak yang kendaraannya berasal dari wilayah Kabupaten
Lampung Utara dalam membayar pajak kendaraannya Kantor SAMSAT
Kotabumi harus melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Hal itu
dikuatkan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ancok (2000) “kepatuhan
masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat
pemerintah meningkatkan mutu pelayanan”. Dengan adanya upaya untuk
meningkatkan mutu pelayanan dari aparat diharapkan tingkat kepatuhan wajib

pajak untuk membayar pajak kendaraannya juga semakin meningkat.



Menyadari fenomena-fenomena diatas aparat SAMSAT khususnya Kantor
SAMSAT Kotabumi sebagai satu-satunya instansi yang melayani pembayaran
pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang kendaraannya berasal dari
wilayah Kabupaten Lampung Utara tentunya harus berusaha meningkatkan
pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan selalu tampil
menempatkan dirinya secara prima (optimal) sebagai pelayan publik dalam
melaksanakan tugas pekerjaanya serta profesional dalam melaksanakan
pengabdiaanya kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari slogan Kantor
SAMSAT Kotabumi yang terpajang pada pintu masuk kantor yang bertuliskan
“kami memang belum sempurna tetapi kami selalu berusaha” Melihat slogan
tersebut mengindikasikan bahwa pihak Kantor SAMSAT Kotabumi memiliki
komitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. Upaya meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat khususnya wajib pajak salah satunya adalah dalam
bentuk optimalisasi pelayanan. Optimalisasi itu sendiri secara umum mengandung
arti sebagai usaha atau upaya pembuatan optimal (Kamus Besar Bahasa Indonesia

Edisi Kedua: 1989).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam

Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang

optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi



Manunggal Di Bawah Satu Atap di Kantor SAMSAT Kotabumi dengan rumusan

masalah, yaitu:

C.

Bagaimanakah optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap di Kantor SAMSAT
Kotabumi Lampung Utara?

Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT
Kotabumi Lampung Utara dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan

bermotor?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi pelayanan pajak
kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah
Satu Atap di Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi
Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara dalam optimalisasi pelayanan

pajak kendaraan bermotor.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dalam
pengembangan ilmu pengetahuan bagi studi llmu Administrasi Negara
yang berkaitan dengan Manajemen Pelayanan Publik, khususnya upaya

membuat optimal pelayanan atau meningkatkan mutu pelayanan.



Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan serta informasi sebagai masukan atau saran yang
berarti bagi instansi-instansi terkait dalam upaya membuat optimal

pelayanan atau meningkatkan mutu pelayanan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Optimalisasi

Kondisi masyarakat saat ini telah mengalami suatu perkembangan yang dinamis,
tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, yang merupakan indikasi dari
“empowering” yang dialami masyarakat (Thoha, 1997:119). Hal ini berarti
bahwa masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga
negara di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat
semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada
pemerintah. Termasuk tuntutan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari
pemerintah. Menyadari hal tersebut tentunya perbaikan pemberian pelayanan
kepada masyarakat harus terus diupayakan secara berkelanjutan agar tuntutan
masyarakat dapat terpenuhi. Upaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik
(optimal) bagi masyarakat salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi

pelayanan publik (Osborne dan Gaebler, 1992).

1.  Pengertian Optimalisasi Pelayanan

Optimalisasi itu sendiri berasal dari kata optimal, yang berarti terbaik, tertinggi

atau paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling



baik/paling tinggi, sementara pengoptimalan adalah proses, cara pembuatan untuk
mengoptimalkan. Sedangkan optimalisasi adalah upaya pengoptimalan,

pembuatan optimal (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: 1989).

Osborne dan Gaebler (dalam Dwiyanto, 1997:2) juga mengatakan bahwa
optimalisasi pelayanan itu dilakukan dengan menciptakan prosedur pelayanan
yang dapat mempermudah pelayanan, memperbaiki kendala infrastruktur

organisasi yang belum mendukung pola pelayanan prima yang diidolakan.

Sementara optimalisasi pelayanan publik menurut Mulyadi dalam Jurnal Pusat
kajian Diklat Aparatur | LAN (2005):

“Optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat birokrasi ditentukan
oleh faktor intern, seperti perilaku kepemimpinan birokrasi, rangsangan yang
memadai, kejelasan tugas dan prosedur kerja, kejelasan peran dan perlengkapan
sarana prasarana kerja serta faktor ekstern yang antara lain berupa norma sosial

dan sistem budaya, seperti persepsi, sikap, dan sentimen masyarakat terhadap
kinerja aparat birokrasi”.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan optimalisasi dalam penelitian ini
adalah upaya pengoptimalan pelayanan pajak kendaraan bermotor oleh aparat
Kantor SAMSAT Kotabumi yang ditentukan oleh faktor intern, seperti perilaku
kepemimpinan birokrasi, rangsangan yang memadai, kejelasan tugas dan prosedur
kerja, kejelasan peran dan perlengkapan sarana prasarana kerja serta faktor
ekstern yang antara lain berupa norma sosial dan sistem budaya, seperti persepsi,

sikap dan sentimen masyarakat terhadap kinerja aparat birokrasi



2.  Faktor-Faktor Penentu Optimalisasi Pelayanan

Menurut Mulyadi (2005) upaya pengoptimalan pelayanan yang dilakukan oleh
aparat birokrasi ditentukan oleh 2 faktor yaitu (1) faktor intern seperti perilaku
kepemimpinan birokrasi, rangsangan yang memadai, kejelasan tugas dan prosedur
kerja serta kejelasan peran dan perlengkapan sarana prasarana kerja (2) faktor
ekstern yang antara lain berupa norma sosial dan sistem budaya, seperti persepsi,
sikap, dan sentimen masyarakat terhadap Kkinerja aparat birokrasi. Berikut
penjelasan mengenai masing-masing faktor yang menentukan optimalisasi

pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi:

a. Faktor Intern

1.  Perilaku Kepemimpinan birokrasi

Pimpinan menurut Sinambela (2006:101) mengatakan bahwa pimpinan adalah
seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan
organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Selanjutnya,
agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi diperlukan pengaturan mengenai
pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan
pekerjaan yang lain. Kegiatan pengaturan dalam organisasi itulah yang disebut
administrasi yang perlu dikendalikan atau dipimpin oleh seorang administratur

atau pimpinan.



Selanjutnya tentang defenisi kepemimpinan dimana banyak konsep tentang
kepemimpinan dari ahli administrasi dan manajemen..seperti menurut Locke
(dalam Sinambela, 2006:103)  Kepemimpinan adalah suatu seni untuk
menciptakan kesesuian paham. Berarti setiap pemimpin melalui kerja sama yang
sebaik-baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah
ditetapkan. Peranan pemimpin memberikan dorongan terhadap bawahan untuk
mengerjakan apa Yyang dikehendaki oleh organisasi. Dengan kata lain
kepemimpinan adalah seni bagaimana memuat orang lain mengikuti serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan

Dari berbagai pendapat diatas peneliti mencoba memberi kesimpulan berkaitan
dengan penelitian bahwa secara umum pengertian kepemimpinan adalah suatu
kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan
untuk mengerakkan orang-orang yang di bawah koordinasinya dalam usaha

mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam
melaksanakan suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi.
Selanjutya pemimpin mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan
bawahannya, berdedikasi baik serta pengalaman yang luas. Oleh sebab itu
pemimpin mempunyai perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dan
lingkungannya. Pemimpin harus dapat menpengaruhi perilaku bawahannya agar
apa yang diperintahkannya senantiasa dapat dapat dilaksanakan bawahannya.
Selain itu salah satu faktor yang mendukung perilaku kepemimpinan yaitu faktor

pendidikan dimana pendidikan terseut adalah usaha sadar dan sistematis yang



berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan seseorang ke

orang lain (bawahan) yang bersifat formal maupun informal (Sinambela,

2006:105). Menurut Fleishmen, Holpin, Winer, Hempill dan Coous (dalam

Sinambela, 2006:100) yang meneliti mengenai perilaku kepemimpinan dimana

didapat dua macam dimensi utama pemimpin yaitu:

1.

Konsiderasi

Perilaku pemimpin cenderung ke arah kepentingan bawahan. Adapun ciri-

ciri perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan adalah

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Ramah tamah

Mendukung dan membela bawahan
Mau berkonsultasi

Mau mendengarkan pendapat bawahan
Mau menerima usul bawahan
Memikirkan kesejahteraan bawahan

Memperlakukan bawahan setingkat dirinya

Struktur Inisiasi

Perilaku pemimpin yang cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi

daripada memperhatikan bawahan, maka perilaku pemimpin mempunyai

ciri-ciri:

a)

b)

Memberikan kritik pelaksanaan yang jelek
Menekankan pentingnya atas waktu pelaksanaan tugas-tugas kepada

bawahan



c) Selalu memberitahu apa-apa yang dikerjakan bawahan

d) Selalu memberi petunjuk bawahan bagaimana melakukan tugas

e) Memberikan standar tertentu atas pekerjaan

f) Meminta bawahan agar selalu menuruti dan mengikuti standar yang
telah ditetapkan

g) Selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh kemampuan

Dari berbagai pendapat diatas peneliti mencoba memberi kesimpulan berkaitan
dengan penelitian yakni dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor,
Pimpinan Kantor SAMSAT harus melakukan upaya dengan menunjukkan
perilaku yang dapat mengerakkan aparat-aparat yang di bawah koordinasinya
dalam mencapai tujuan memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, kejelasan,
dan kepastian serta ketertiban pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada para

wajib pajak yang pada intinya memberikan pelayanan prima (optimal).

2. Rangsangan yang memadai

Rangsangan berkaitan dengan adanya sesuatu yang dapat meningkatkan gairah
berkerja aparat pelayanan dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
Dalam hal ini rangsangan berkaitan dengan pendapatan aparat dan motivasi

aparat Kantor SAMSAT Kotabumi.



Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimumnya dapat
menciptakan ketenangan dalam bekerja sehingga ia dapat lebih berkonsentrasi
pada pekerjaannya. Pengertian akan hal ini dapat diartikan bahwa petugas yang
ditugaskan telah terjamin dari segi pendapatannya. Sehingga dalam melaksanakan
tugas tidak ada dalam penyelewengan-penyelewengan masalah keuangan yang
berakibat menghalalkan segala cara (Moenir, 1992:27). Selain itu menurut Abdul
Aziz (dalam Arfani 1996:234) mengatakan bahwa tingkat disiplin kerja yang
rendah karena disebakan gajinya rendah, jika aparat diberikan insentif yang besar
secara tidak langsung akan memberikan semangat kepada aparat untuk berkerja

lebih baik lagi.

Selanjutnya mengenai motivasi aparat pelayanan menurut Sinambela (2006:106)
mengatakan bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang pegawai dapat
dipengaruhi beberapa faktor diantaranya lingkungan tempat berkerja karena
dengan adanya hubungan yang harmonis maka akan tercipta lingkungan kerja
yang baik. Oleh sebab itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang
harmonis yang dapat mendorong atau menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
Jika hubungan terjalin dengan baik dapat dikatakan kinerja para pegawai akan
lebih tinggi tetapi bilamana pemimpin tidak dapat menciptakan suasana

lingkungan yang menyenangkan maka produktivitas kerja pegawai akan menurun

Dari berbagai pendapat diatas peneliti mencoba memberi kesimpulan berkaitan
dengan penelitian yakni dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor,

pihak Kantor SAMSAT harus melakukan upaya memberikan rangsangan yang



memadai bagi aparat pelayanan pada Kantor SAMSAT Kotabumi yang dapat
meningkatkan gairah aparat dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan

bermotor yang optimal.

3.  Kejelasan Tugas dan prosedur kerja

Dalam hal tugas dan prosedur kerja berkaitan erat karena dalam pelaksanaan
tugas, aparat pelayanan harus mengikuti prosedur kerja yang telah ada. Prosedur
bisa diterjemahkan sebagai tata cara yang berlaku dalam suatu organisasi.
Kedudukannya penting karena sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan aparat

dtentukan oleh perbuatannya yang sesuai prosedur (Mansyur, 2008:39).

Dari berbagai pendapat diatas peneliti mencoba memberi kesimpulan berkaitan
dengan penelitian yakni dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor,
tugas dan prosedur kerja aparat harus jelas serta dalam pelaksanaan tugas dan
prosedur kerja aparat Kantor SAMSAT harus selalu mengikuti ketentuan yang
telah ditetapkan agar produk pelayanan yang diterima wajib pajak benar, tepat dan

sah selain itu memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

4.  Kejelasan peran serta perlengkapan sarana prasarana kerja

Istilah peran sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin ilmu
sosial. Dalam terminologi ilmu sosial kata “peran” diartikan sebagai perilaku yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat (Kamus Besar



Bahasa Indonesia), atau dengan kata lain dapat dimaknai sebagai bentuk

operasionalisasi dari kedudukan seseorang didalam masyarakat.

Menurut Taneko (dalam Sanjaya, 2010:37) peran adalah kegiatan organisasi yang
berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
Peran menurut pengertian ini menitikberatkan pada proses kegiatan, artinya kajian
peran bertitik tolak pada mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan-

tujuan yang digariskan organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu
bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam
menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya didalam
masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan penelitian ini, maka peran SAMSAT
yang terdiri dari 3 instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan
bermotor berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian R1, Direktur
Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Umum PT. Jasa
Raharja (Persero) No. SKEP/06/X/1999, N0.973-1228, dan No. SKEP/02/X/1999,
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ).



Selanjutnya mengenai perlengkapan sarana dan prasarana kerja sebagai salah
faktor yang menentukan dalam optimalisasi pelayanan. Menurut Mulyadi (2005)
setiap aparatur selain memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab juga punya
hak untuk menggunakan sarana dan prasarana organisasi guna menyelesaikan
tugasnya. Namun karena sarana prasarana organisasi terbatas maka niat baik
dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang cepat,tepat dan murah kepada
masyarakat, seringkali menjadi terganggu. Selain itu dengan adanya sarana
pelayanan yang memadai yang sesuai dengan bentuk pelayanan akan mendorong

tercapainya efektifitas dan efesiensi pelayanan (Moenir, 1992:27).

b. Faktor Extern

1. Norma sosial dan sistem budaya

Norma sosial dan sistem budaya yang dimaksud berkaitan dengan persepsi, sikap,

nilai-nilai organisasi dan sentiment masyarakat terhadap kinerja aparat birokrasi

Fenomena negatif yang muncul selama ini terhadap aparat birokrasi, memang
tidak bisa begitu saja kita simpulkan kesalahannya kepada aparat birokrasi. Dalam
faktor norma sosial dan sistem budaya dapat dilihat dari persepsi, sikap dan
sentimen masyarakat mengenai kinerja aparat birokrasi dan dirinya sendiri atau
bisa disimpulkan berupa perilaku yang ditunjukkan petugas pelayanan dan wajib
pajak. Selama ini dapat kita amati ada dua perilaku kontras antara aparat birokrasi
dan pencari jasa pelayanan. Di satu pihak aparat birokrasi merasa ada dalam posisi
penguasa yang lebih menempatkan diri sebagai pengarah daripada pamong. Oleh

karena timbul kecendrungan untuk melihat warga masyarakat sebagai objek pasif



dalam pelayanan publik. Di lain pihak, masyarakat terlanjur melihat aparat
birokrasi sebagai aparat pelayanan dan karena itu mereka menuntut adanya
pengabdian dan pelayanan dari aparat birokrasi kepada masyarakat secara
optimal. Namun demikian, untuk menuntut pelayanan yang baik, mestinya
masyarakat juga sadar akan “citra dirinya” sebagai warga yang tanggap norma

kerja serta keterbatasan yang dimiliki aparat birokrasi (Mulyadi, 2005).

Dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dibutuhkan perilaku
masyarakat yang menempatkan diri sebagai klien dari patronnya (aparat birokrasi
pelayanan) sehingga menampilkan perilaku manut dan nyaris asor. Sedangkan
aparat pelayanan dibutuhkan perilaku yang sadar tugas serta berdisplin tinggi
sehingga memberikan yang terbaik untuk tugas pelayanan, masyarakat, bangsa

dan Negara.

B. Manajemen Pelayanan Publik

1.  Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan  publik adalah bagian tugas dan kewajiban pemerintah kepada
masyarakat. Pelayanan publik terbagi menjadi dua subjek yang dapat dilihat, yaitu
pemerintah sebagai subjek yang memberikan pelayanan, dan masyarakat (publik)

sebagai subjek yang menerima pelayanan.

Dalam memberikan pelayanan aparat haruslah berdasarkan peraturan, prosedur

atau tata cara, dan syarat-syarat tertentu. Semua itu bukan hanya diperuntukkan



untuk ditaati oleh masyarakat tetapu juga harus ditaati oleh aparat selaku pelayan

masyarakat (Rasyid, 1998:139).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 81 Tahun
1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum
sebagai:

“segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di
daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan
atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan perundang-undangan”

Hakikat pelayanan publik itu sendiri menurut Keputusan MENPAN Nomor 63
Tahun 2004 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang
merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Dengan demikian pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan
kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

2.  Kelompok Pelayanan Publik

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 membedakan jenis pelayanan
menjadi empat kelompok. Adapun empat kelompok tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status



kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte
Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/penguasaan
tanah dan sebagainya.

b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/ jenis barang yang digunakan publik, misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya

Terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan SAMSAT dalam kelompok

pelayanan publik masuk ke dalam kelompok pelayanan admnistratif karena

pelayanan SAMSAT menghasilkan berbagai dokumen resmi seperti Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

3.  Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam kaitannya dengan penyenggaraan pelayanan publik, pola penyelenggaraan
pelayanan publik dapat dikembangkan sendiri oleh suatu instansi publik dalam
rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan

publik. Pengembangan pola penyelenggraan pealayan publik dimaksud mengikuti



prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini (Ratminto dan
Winarsih, 2005:24). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2004 Pola penyelenggaraan publik dapat digolongkan

menjadi beberapa jenis, yaitu:

a.  Fungsional, yakni:
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

b.  Terpusat, yakni:
Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara terkait

lainnya yang bersangkutan.

c.  Terpadu, yakni:

1.  Terpadu Satu Atap

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang mempunyai keterkaitan proses dan
dilayani melalui satu pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat

dengan masyarakat tidak perlu disatuatapkan.

2.  Terpadu Satu Pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan

dilayani melalui satu pintu.

d.  Gugus Bantu



Pelaksanaan pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus
tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberi

pelayanan tertentu

4. Manajemen Pelayanan Publik

Di era otonomi daerah berkaitan erat dengan pemberian wewenang yang luas
kepada pemerintah maka birokrasi pemerintah daerah menjadi membesar dan
menghadapi beberapa persoalan diantaranya: (1) kesiapan dan kemampuan
manajerial daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi di daerah masih
rendah, (2) mengubah orientasi budaya kerjanya dari nilai-nilai birokrasi yang
lama, cara kerja dan korupsi, (3) menempatkan, menata dan mengorganisasikan
pegawai (4) komitmen pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam kewenangan
dan anggaran. Upaya memanajemen birokrasi agar menjadi rasional dan efesien
serta bertanggung jawab Kini tergantung dari seberapa besar kemampuan dan
kesungguhan pemerintah dalam menumbuhkan nilai-nilai birokratisme baru dalam
sikap dan perilaku pegawai, karena ketentuan perundang-undangan (UU No. 43
Tahun 1999) telah menyatakan dengan tegas bahwa pegawai bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan
merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan

(Sinambela, 2006:98).

Manajemen Pelayanan Masyarakat merupakan suatu bagian dari proses atas
kemampuan dalam mengelola jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat
mulai saat permintaan sampai jasa itu diserahkan/digunakan. Pengelolaan jasa

pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu karakteristiknya sesuai dengan



pelayanan yang dijanjikan atau diharapkan masyarakat (konsumen) merupakan

suatu manajemen atau pengelolaan pelayanan yang memuaskan. (LAN, 1998 : 23)

Menurut Moenir (1992:204) manajemen pelayanan publik adalah manajemen
proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus pada terselenggaranya
pelayanan, guna memenuhi kepentingan umum/kepentingan perorangan, melalui

cara-cara yang tepat dan memuaskan.

Berdasarkan sejumlah pendapat diatas, manajemen pelayanan publik dapat
disimpulkan sebagai manajemen proses kegiatan pelayanan guna memenuhi
kepentingan umum atau kepentingan perorangan dengan sistem, prosedur, dan
metode tertentu serta cara-cara yang tepat dan memuaskan pengguna jasa melalui
pemberian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang
dilakukan oleh sekelompok orang atau institusi pusat, daerah, dan lingkungan

badan usaha negara atau daerah.

5. Pelayanan Prima “Excellent Service”

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas prima (optimal) merupakan salah
satu ciri pemerintahan yang baik (good Governance). Disadari kebijakan
peningkatan pelayanan publik harus memperhatikan tuntutan dan dinamika
masyarakat karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya

yang terus-menerus, berkelanjutan dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah.

Pelayanan prima yang merupakan terjemahan dari “excellent service” Yyang

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik



(optimal). Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan prima

(Tresiana dan Utoyo, 2004:80):

a. Pelayanan prima baru ada, apabila ada standart pelayanan.
b. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan.
c. Untuk instansi yang sudah memiliki standar pelayanan, maka pelayanan

prima adalah pelayanan yang sesuai dengan standarnya.

Pengertian prima menunjukkan karakteristik total dari suatu produk (barang atau
jasa) yang melebihi standar baku sehingga pelanggan merasa mendapat lebih dari
semula yang diharapkan. Terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan
keprimaan sesuatu, yaitu:kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan digunakan,
bebas dari kerusakan dan kesalahan, memenuhi kebutuhan pelanggan, melakukan

dengan cara yang benar, dan menyenangkan pelanggan (Rasmadi, 2007:5).

Salah satu upaya pemerintah pada saat itu untuk meningkatkan pelayanan prima
kepada masyarakat adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Negara NO. 63/M.PAN/7/2003 yang
menggantikan KEPMENPAN Nomor 81/1993 tentang Pedoman dan Tata
Laksana Pelayanan Umum . Pedoman tersebut merupakan acuan umum bagi
instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berdasarkan KEPMENPAN tersebut, instansi pemerintah dan daerah
dalam memberikan pelayanan publik yang prima (optimal) harus berdasarkan

acuan sebagai berikut:



Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

a.  Persayaratan tekhnis dan administratif pelayanan publik.

b.  Unit kerja/pejabat dalam memberikan pelayanan dan penyelesain
keluhan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c.  Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan

sah.

Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa

aman dan kepastian hukum.

Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelengaraan

pelaksanaan pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnyayang ~ memadai

termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi.

Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah terjangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan

teknologi dan informasi.

Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.



11. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat,
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet,

tempat ibadah, dan lain-lainnya.

Terdapat salah satu konsep pelayanan prima yang berkembang saat ini salah
satunya adalah konsep “Total Quality Service”. Konsep pelayanan prima ini
ditekankan pada pelanggan, Kketerlibatan total, keterukuran, dan perbaikan

berkesinambungan

a.  berfokus pada pelanggan

Prioritas utama adalah mengidentifikasi pelanggan. Setelah itu mengidentifikasi
keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya merancang sistem
pelayanan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan.

b.  Keterlibatan total

melibatkan semua pihak yang terkait dengan perbaikan pelayanan. Hal ini perlu
diikuti oleh kebijakan pimpinan yang memberikan peluang kepada semua pegawai
untuk mengadakan perbaikan pelayanan. Selain itu diperlukan dukungan
kepemimpinan yang melayani dan berpartisipasi aktif mendorong pegawai
merancang perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.

c.  Keterukuran

Semua komponen pelayanan harus terukur dengan baik. Unsur-unsur yang perlu
ditentukan standar ukurannya meliputi standar proses dan produk, ukuran
kesesuian dan ketidaksesuian keinginan pelanggan, toleransi penyimpangan, dan

ukuran peningkatan Kkinerja.



d.  Perbaikan berkesinambungan

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pelayanan merupakan suatu proses,
perlunya antisipasi adanya perubahan keinginan, kebutuhan dan harapan
pelanggan perlunya mengurangi rantai proses yang tidak perlu, serta menerima

balikan secara ikhlas

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelanggan
merupakan komitmen yang konsisten untuk terus berusaha meningkatkan mutu.
Segala sesuatu berubah, demikian juga halnya dengan kebutuhan dan keinginan
pelanggan. Sebagai abdi masyarakat kita tidak oleh lekas puas diri hanya karena
merasa telah melakukan dengan benar. Diperlukan adanya upaya untuk terus
mengasah kepekaan dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin
terjadi. Selain itu, harus ada upaya untuk terus menemukan cara-cara baru yang
lebih produktif dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, kata

kuncinya adalah terus belajar mengasah kemampuan untuk berkinerja lebih baik.

Perlu disadari bahwa aparatur pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan
prima (optimal) kepada masyarakat dengan cara-cara yang produktif. Masyarakat
dewasa ini makin kritis terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam melayani
kepentingan mereka. Masyarakat semakin menuntut bahwa pajak yang mereka
bayar yang sebagian untuk menggaji aparatur pemerintah, mendapat kompensasi

sepadan dengan pelayanan prima yang mereka terima.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberian Pelayanan
Publik



Dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi beberapa
faktor baik itu faktor yang mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat
dalam pemberian pelayanan. Menurut Moenir (1992:27) faktor-faktor pendukung

pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1). Kesadaran pejabat penyelenggaraan pelayanan umum.

Adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi
tanggung jawab, diharapkan akan membawa mereka untuk melaksanakan
tugasnya dengan penuh kesungguhan dan disiplin yang merupakan faktor
yang paling menentukan bagi terlaksananya pelayanan umum yang baik

dan memuaskan.

2). Peraturan yang menjadi landasan kerja pelayanan setiap organisasi yang
menyangkut jalannya organisasi tersebut.
Dengan peraturan yang telah ditetapkan, diharapkan setiap kegiatan
dan pekerjaan akan berjalan dengan tertib dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan.

3)  Faktor organisasi
Pengorganisasian dalam organisasi ini tidak semata-mata mengenai
pembentukan susunan organisasi, tetapi lebih banyak diartikan dalam
peraturan dan mekanisme Kkinerja yang harus menghasilkan pelayanan
yang memadai. Sistem, metode dan prosedur yang ditetapkan dalam

organisasi harus mendukung pelaksanaan pelayanan.

4) Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum.



5)

6)

Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
minimumnya dapat menciptakan ketenangan dalam bekerja sehingga ia
dapat lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pengertian akan hal ini
dapat diartikan bahwa petugas yang ditugaskan telah terjamin dari segi
pendapatannya. Sehingga dalam melaksanakan tugas tidak ada dalam
penyelewengan-penyelewengan masalah keuangan yang berakibat

menghalalkan segala cara.

Kemampuan dan keterampilan petugas yang sesuai dengan yang
ditugaskan. Adanya kemampuan dan keterampilan petugas yang sesuai
dengan tugasnya akan mempercepat, memperlancar dan meningkatkan
mutu pelayanan dengan penempatan petugas yang sesuai dengan bidang

kemampuannya.

Sarana pelayanan yang memadai.
Tersedianya sarana pelayanan yang memadai yang sesuai dengan
bentuk pelayanan akan mendorong tercapainya efektifitas dan efesiensi

pelayanan.

Selain itu menurut Rasmadi (2007:2) untuk dapat menciptakan sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas peran aparat dalam hal ini

harus mempunyai profesionalisme dalam bekerja. Upaya aparatur pemerintah

untuk meningkatkan kualitas pelayanan seringkali terkendala oleh lemahnya

kompetensi sumber daya manusia aparatur Negara. Selain kompetensi aparat



sarana dan prasarana pelayanan yang memadai yang sesuai dengan bentuk
pelayanan akan mendorong tercapainya efektifitas dan efesiensi pelayanan. Setiap
aparatur selain memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab juga punya hak
untuk menggunakan sarana dan prasarana organisasi guna menyelesaikan
tugasnya jika sarana dan tepat dan murah kepada masyarakat terbatas maka niat
baik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi

terganggul.

Selanjutnya Dennis A.Rondinelli (1981) pernah mengingatkan bahwa penyebab
kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik ini (jelasnya,
tugas desentralisasi) adalah Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa
sempit, kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan trampil dalam unit-unit
local, kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab, adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang, dan
kurangnya infrastruktur teknologi dan infra struktur fisik dalam menunjang

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.

Selanjutnya Menurut Kaho (dalam Suharyono, 2009: 34) mengatakan bahwa salah
satu faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya suatu organisasi meningkatkan
pungutan pajak adalah faktor wajib pajak. Untuk dapat merubah mental
masyarakat wajib pajak maka diperlukan sosialisasi yang luas dan menyeluruh
oleh aparat terkait untuk dapat menyadarkan wajib pajak betapa pentingnya
kedudukan pajak dalam menunjang kesuksesan aktivitas dan pembangunan
Daerah. Devano dan Rahayu ( dalam Suharyono, 2009: 37) juga menambahkan

faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemungutan



pajak ke kas negara yaitu tingkat intelektualitas masyarakat, intelektualitas dalam
hal ini berkaitan dengan kesadaran, hal ini menjadi sangat penting sehingga
tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada
unsur pemaksaan, artinya wajib pajak harus memiliki kesadaran yang besar akan
kewajibannya untuk selalu patuh dalam membayar pajak dan memenubhi
kewajiban pajak. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat yang sadar pajak hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan
cara mendidik wajib pajak supaya lebih mempunyai kesadaran pajak atau tax
conciousness” diikuti dengan kejujuran dan disiplin yang tinggi yaitu dengan
meningkatkan informasi, memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai
pajak melalui berbagai saluran atau media, sehingga mereka mengerti fungsi dan

manfaat atau kegunaan pajak bagi diri pribadi.

D. Pajak Daerah

1.  Pengertian Pajak Daerah

Menurut Soemitro (2000:8), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.

Sementara pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan



tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, maka

pajak daerah dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:

l. Pajak Propinsi
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d) Pajak Air dipermukaan Tanah.
e) Pajak Rokok
Il.  Pajak Kabupaten/Kota
a) Pajak Hotel
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Mineral Logam dan Batuan
g) Pajak Parkir
h) Pajak Air Tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet



J) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3.  Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1.  UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menggantikan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4.  Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

E. Pajak Kendaraan Bermotor

1.  Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12): Pajak kendaraan bermotor
dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan
kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Sementara pada Pasal 1 Ayat (12)
yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang



dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Uraian mengenai pengertian Pajak Kendaraan Bermotor diatas senada dengan
yang diterangkan dalam Perda Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 2002 yang saat
ini telah berubah menjadi Perda Tingkat | Lampung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak kendaraan yang dipungut atas

kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

2.  Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan SK Gubernur Lampung No. 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Tingkat | Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor Pasal 2, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah
kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang berdomisili dan atau

beroperasi dalam wilayah Propinsi Lampung.

Sehubungan dengan SK Gubernur Lampung No. 11 Tahun 2009 tersebut, maka
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor adalah penguasaan dan

kepemilikan terhadap :

a.  Kendaraan bermotor dengan berbagai jenis yang berada dan telah
terdaftar di dalam wilayah Propinsi Lampung.
b.  Kendaraan bermotor berupa kereta gandeng bak terbuka jenis trailer

dan semi trailer.



c.  Kendaraan bermotor berupa alat-alat berat dan atau besar yang
dipergunakan di kawasan perkebunan, kehutanan, pertambangan,

industri dan perdagangan serta kawasan bandara dan pelabuhan laut.

Jenis-jenis kendaraan bermotor seperti diuraikan pada ayat (2) dapat digolongkan

sebagai berikut:

a)  Mobil penumpang dengan tipe Sedan, Sedan Station Wagon, Minibus,
Jeep, Bemo, dan kendaraan bermotor yang sejenis;

b)  Mobil penumpang dengan tipe Bus, Mikro Bus, dan kendaraan
bermotor yang sejenis;

c)  Mobil barang atau pengangkut beban dengan tipe Truck, Pick-Up,
Delivery Van, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan
kendaraan bermotor yang sejenis;

d) Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar dengan tipe Back Hare,
Tracktor, Forklit, Steerloader dan kendaraan bermotor sejenis.

e)  Sepeda motor dengan tipe sepeda motor roda dua, sepeda motor roda

tiga dan Scooter.

Lebih lanjut diterangkan dalam SK Gubernur Lampung No. 11 Tahun 2009 Pasal

3, yaitu mengenai pengecualian objek pajak kendaraan bermotor :

1. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan
dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :
a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau

Kota.



Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan
Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik.

Orang pribadi untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat dan
Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah untuk
keperluan keselamatan

Perusahaan pabrikan atau importer dan showroom yang semata-mata

untuk dipamerkan dan atau dijual dan belum didaftar.

. TNI dan POLRI untuk kepentingan dinas operasional, tidak termasuk

yang dimiliki dan ataui dikuasai oleh yayasan dan lembaga usaha

binaannya.

2. Yang termasuk kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud ayat (1)

butir a, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai dan dimiliki :

a.

Dinas/Instansi Pemerintah yang berasal dari bantuan/sumbangan pihak
ketiga dan telah terdaftar sebagai barang inventaris dan biaya
operasionalnya dianggarkan dalam Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
Kendaraan yang didanai APBN, APBD Propinsi, dan APBD
Kabupaten/Kota maupun dana bantuan luar negeri, telah terdaftar dan
biaya operasionalnya dianggarkan dalam Departemen/Instansi yang
bersangkutan serta digunakan bukan untuk kepentingan komersial ;

Dinas/Instansi pemerintah maupun swasta untuk kendaraan bermotor
yang menurut fungsinya dipergunakan sebagai pemadam kebakaran ;

dan



d. Negara bagi kendaraan bermotor yang telah dibuktikan dengan surat
penyegelan dan atau surat penyitaan untuk kepentingan tertentu

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang/pribadi atau badan yang memiliki
dan atau menguasai kendaraan bermotor. (Perda No. 10 Tahun 2008 tentang PKB,
Pasal 4). Sementara wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau
badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor. Orang atau pribadi yang

dimaksud tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

a)  Pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan hak kepemilikannya

b) Orang atau Badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan
bermotor

c)  Ahli waris, dapat berupa orang atau badan yang ditunjuk dengan surat
wasiat/keputusan pengadilan atau ditunjuk berdasarkan kesepakatan
yang mewariskan ; dan

d)  Pengurus atau kuasa hukum bagi badan atau organisasi.

(SK Gubernur Lampung No. 11 Tahun 2004 tentang PKB, Pasal 5)

4.  Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Seperti yang tercantum SK Gubernur Lampung tentang petunjuk Pelaksanaan
Perda Tingkat I Lampung No. 10 Tahun 2008, pembayaran pajak kendaraan
bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan ke

depan sejak pendaftaran atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pajak.



Pembayaran dilakukan di Kantor SAMSAT sesuai tempat domisili objek/subjek
pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur, termasuk pembayaran
pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang menggunakan
roda karet, sedangkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan
roda karet dilaksanakan diluar mekanisme SAMSAT. Setiap keterlambatan
pembayaran melampui jatuh tempo yang ditetapkan dalam masa pajak/SKPD
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan
keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak
terhutangnya pajak, setelah dikenakan 24 bulan untuk perhitungan keterlambatan

selanjutnya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

F.  Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

1.  Pengertian Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap
(SAMSAT)
SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (One Line
Operation) merupakan suatu sistem sebagai upaya dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik kendaraan bermotor
dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
(Sumber: Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI, Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Umum PT. Jasa Raharja

(Persero) No. SKEP/06/X/1999, N0.973-1228, dan No. SKEP/02/X/1999).



Seperti yang dikutip dalam skripsi Ahmad Sopian (1999:19) Sistem Administrasi
Manunggal Di Bawah Satu Atap adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan
dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang

terkoordinasi dibawah satu unit pelaksana teknis yaitu SAMSAT.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi
Manunggal Di Bawah Satu Atap adalah suatu sistem sebagai upaya dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan PKB, STNK,
BBN-KB, dan SWDKLLJ kepada wajib pajak yang terkoordinasi di bawah satu

unit pelaksana tekhnis.

2.  Dasar Hukum Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

Landasan yuridis berdirinya Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

(SAMSAT) adalah sebagai berikut:

1.  Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri No. KEP/13/X11/1976 dan
KEP.1693/MK/141/1976 dan 331 Tahun 1976, tertanggal 26
Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemda dan
Aparat Depkeu dalam Rangka KATYANMAS (Peningkatan
Pelayanan Masyarakat) dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

2.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Mendagri No. 76 tentang

Administrasi PKB dan BBN-KB.



Instruksi Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri No. INS/02/11/1993, 01/MK.01/1993 dan 2
tahun 1993, tertanggal 18 Februari 1993 tentang Penyempurnaan
Pelaksanaan Tekhnis SAMSAT dalam Pengeluaran STNK, TNKB,
BBN-KB dan SWDKLLJ.

Petunjuk Pelaksanaan Bersama Kapolri, Direksi PT (Persero) AK.
Jasa Raharja Tbk. Dan Dirjen Poud. No. Juklak/09 /\V1/1994 dan 1973.
1818-/Poud tertanggal 1 Juni 1994 tentang Tata Laksana Pendaftaran
Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran PKB, BBN-KB, dan
SWDKLLJ pada kantor SAMSAT.

Petunjuk Tekhnis Bersama Kapolda Lampung, Gubernur Tk |
Lampung, Kacab PT (Persero) AK Jasa Raharja (Tbk) Cabang
Lampung No. Pol : juklak/01/X11/1996, tertanggal 9 Desember 1996,
tentang Tata Laksana Kendaraan Bermotor (Ranmor) di SAMSAT
wilayah Bandar Lampung.

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun
1999 dan No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem
Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam penerbitan STNK,
STCKB, TNKB, TCKB, dan pemungutan PKB, BBN-KB serta
SWDKLLJ.

Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI, Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT.

Jasa Raharja (Persero) No. SKEP/06/X/1999, No. SKEP/02/X/1999



tentang Pedoman Tata Laksana SAMSAT dalam penerbitan STNK,
STCKB, TNKB, TCKB, dan pemungutan PKB, BBN -KB serta

SWDKLLJ.

3. Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara

Unit kerja SAMSAT merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama
dari 3 instansi maka untuk memudahkan koordinasi dibentuk Tim Pembina

SAMSAT Pusat dan Propinsi yang terdiri dari:

a. Tim Pembina SAMSAT Pusat

1. Tim Pembina SAMSAT Pusat berkedudukan di Jakarta.

2. Susunan Keanggotaan Tim Pembina SAMSAT Pusat:

Tabel.4 Susunan keanggotaan Tim Pembina SAMSAT Pusat

Non Jabatan keanggotaan anggota
no
1 Pembina 1) Menteri Dalam Negeri

2) Menteri Pertahanan Keamanan

3) Menteri Keuangan

1) Sekjen Depatemen Dalam

Pengarah Negeri

2 2) Kepala Kepolisian Republik
Indonesia

3) Direktur Utama PT. Jasa
Raharja (Persero)




Ketua Umum

1)

Direktur Jendral PUOD

Ketua Pelaksana Harian

1)

2)
3)
4)

Direktur  Bina Pendapatan
Daerah

Ditjen PUOD Depdagri
Direktur Lalulintas Polri
Direktur Operasi PT. Jasa
Raharja (Persero)

Sekretaris

1)
2)

3)

Kasubdit Bina Pajak Daerah
Kasubdit Regident Ditlantas
Polri

Kepala Divisi Asuransi PT.
Jasa Raharja (Persero)

Bendaharawan

1)

Staf pada Dit.Bina Patda Ditjen
PUOD

Anggota

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Sekretaris Diektorat Jendral

PUOD

Wakil Direktur Lalulintas Polri

Direktur ~ Bina  Keuangan

Daerah Ditjen PUOD Depdagri

Kepala Biro Analisa Keuangan
Daerah Departemen

Keuangan

Kepala Biro Hukum Setjen
Depdagri

Kasubdit Bina  Anggaran
Daerah Ditjen PUOD Depdagri
Kabag Regident  Ranmor
Subdit RegidentDitlantas Polri
Kabagsus Subdit Regident
DitlantasPolri

Kabag Analisa PAD
Departemen Keuangan

10) Kaur Underwriting PT. Jasa

Raharja

11) Kepala Divisi Sistem Informasi

PT.Jasa Raharja

12) Kasi Pajak Dati | Dit. Bina

Patda Ditjen PUOD Depdagri




13) Kasi Pajak Dati Il Dit. Bina
Patda Ditjen PUOD Depdagri

14) Kasi Perundang-undangan
Perpajakan  Dit.Bina Patda
Ditjen

PUOD Depdagri

15) Kasi Teknis Perpajakan Dit.
Bina Patda Ditjen PUOD
Depdagri

Sumber: Pedoman Tata Laksana SAMSAT

3. Tim Pembina SAMSAT Pusat mempunyai tugas:
1. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan SAMSAT
2.  Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT
3. Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT
4. Mengadakan Peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan

dan pemantapan pelaksanaan SAMSAT

5. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT

4.  Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pembina SAMSAT pusat dibentuk
Sekretariat tim dan pembantu sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari unsur
Departemen Dalam Negeri. Direktorat Lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia,
Departemen Keuangan dan PT. Jasa Raharja (Persero).

5.  Pembentukan Sekretariat dan Pembantu Sekretariat Tim ditetapkan dengan

keputusan Ketua Harian Tim Pembina SAMSAT Pusat

b.  Tim Pembina SAMSAT Provinsi Lampung



Tim Pembina SAMSAT Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Susunan Keanggotaan Tim Pembina SAMSAT Provinsi dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel.5 Susunan keanggotaan Tim Pembina SAMSAT Provinsi

no | Jabatan keanggotaan anggota
1 Pengarah 1) Gubernur Lampung
2) Kepala Kepolisian Daerah
Lampung
2 Ketua Umum 1) Sekwilda Provinsi
3 Ketua Pelaksana Harian 1) Kepala Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung
2) Kepala Lalulintas Polda Lampung
3) Kepala Cabang PT. Jasa Raharja
(Persero)
4 Sekretaris 1) Kasubdis Pajak Dinas Pendapatan
Provinsi
2) Kabag Regident Ditlantas Polda
5 Bendaharawan 1) Staf pada Dinas Pendapatan
Provinsi
6 Anggota 1) Kepala Biro Hukum Pemda
Provinsi
2) Ses Ditlantas Polri
3) Kepala Biro Keungan Pemda
Provinsi
4) Kasubdis Renbang Dinas
Pendapatan Provinsi
5) Kasubdis Washin Dinas
Pendapatan Provinsi
6) Kabag Tata Usaha Dinas
Pendapatan Provinsi
7) Kabag  Operasional  PT.Jasa
Raharja (persero)
8) Kasi Pajak Dinas Pendapatan
Provinsi
9) Kasubag STNK Ditlantas Polda

10) Kasi Hukum dan Perundang-

undangan  Dinas  Pendapatan
Provinsi




Sumber: Pedoman Tata Laksana SAMSAT

3. Tim Pembina SAMSAT pusat mempunyai tugas:
1.  Mengkordinasikan pelaksanaan SAMSAT
2.  Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT
3. Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang
dihadapi alam pelaksanaan SAMSAT di Provinsi masing masing
4.  Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT
5. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada
Gubernur Provinsi secara berkala dengan tembusan kepada Kepala
Kepolisian Daerah dan Kepala Cabang PT.Jasa Raharja  (persero)
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dsan permasalahan
secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat
4.  Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pembina SAMSAT Provinsi
dibentuk Sekretariat Tim dan Pembantu Sekretariat yang keanggotaannya terdiri
dari unsure Pemerintah Provinsi, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah dan

Cabang PT.Jasa Raharja (Persero).

c.  Aparat Pelaksana dan Koordinator

1.  Aparat Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari unsur Direktorat
Lalu Lintas, Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa
Raharja (Persero) Cabang.

2.  Penanggung jawab kegiatan:

a.  Unit Pelayanan: Petugas Dipenda dan Polri

b.  Unit Administrasi: Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja



c.  Unit Pembayaran: Petugas Dipenda, (Bedaharawan SAMSAT
Penerima)
d.  Unit Percetakan : Petugas Dipenda dan Polri
e.  Unit Penyerahan : Petugas Polri
f. Unit Arsip : Petugas Polri dan Dipenda
g.  Unit Informasi: Petugas Polri, Dipenda
3. Koordinator pada Kantor Bersama SAMSAT, dijabat oleh :
a.  Samsat Ibukota Provinsi yaitu:
Pa. Regident Ditlantas Polda
b.  Samsat Daerah Kabupaten Lampung Utara yaitu:
Pa. Lantas Fungsi Regident dijabat oleh IPDA Mustakim, SH
c.  Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian Daerah atas usul Ka. Ditlantas Polda
4.  Tugas Koordinator
a.  Mengkoordinir kegiatan diluar teknis administrasi dan teknis
operasional
b.  Melakukan pengaturan tata kerja dan tata ruang gedung Kantor

SAMSAT

4.  Loket Pelayanan Kantor SAMSAT

Pelayanan pada Sistem Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dilaksanakan
melalui loket-loket dengan tujuan agar wajib pajak kendaraan bermotor dapat

melakukan pembayaran PKB nya secara cepat, tepat waktu, serta biaya yang



dipungut menjadi jelas sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan

daerah dan negara. Loket pelayanan SAMSAT tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

1.  Loket Pendaftaran dan penetapan

2.  Loket Pembayaran Dan Penyerahan



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Menurut Ali (1993 : 133) penelitian deskriptif akan mengambil suatu
bentuk studi kasus, yakni dengan mengkaji lebih dalam situasi-situasi yang
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, kejadian yang relevan dengan fokus yang
diteliti dengan menggunakan bentuk-bentuk pertanyaan bagaimana dan mengapa

strategi penelitiannya.

Sementara defenisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong (1994 :

3) adalah :

“ Prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Sehingga data
yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/kalimat, maupun gambar (bukan
angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan,
memo, ataupun dokumen resmi lainnya”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2007:9) penelitian kualitatif adalah:



“ Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, pospositivisme (memandang
realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan
hunbungan gejala bersifat interaktif), digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, (sebagai lawannnya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Penelitian deskriptif dianggap lebih relevan karena teori-teori, konsep dan data
hasil penelitian diperoleh di lapangan, pada akhirnya dapat menggambarkan atau

mengungkapkan suatu kebenaran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal penting jika kita melakukan sebuah penelitian
yang bersifat kualitatif. Melalui fokus penelitian, kita berharap dapat membatasi
studi yang akan dilaksanakan, dapat memacu kita maupun mengarahakan suatu
penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti akan mudah

terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Miles dan Haberman (1992) , fokus penelitian adalah:

“Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data yang sudah diantisipasi, ini
merupakan bentuk pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan
mengesampingkan yang lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan menghindari
pengumpulan yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah.

Berdasarkan uraian tersebut maka fokus penelitian ini adalah:

1.  optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem

Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap



a.

Faktor Intern:
1. Perilaku Kepemimpinan
Difokuskan pada perilaku kepemimpinan  pimpinan  Kantor
SAMSAT Kotabumi serta perilaku kepemimpinan yang ditunjukkan
pimpinan dalam upaya membuat pelayanan pajak kendaraan bermotor
menjadi optimal.
2. Rangsangan yang memadai
Difokuskan dalam hal rangsangan yang memadai bagi seluruh aparat
Kantor SAMSAT Kotabumi untuk meningkatkan gairah kinerja petugas
dalam optimalisasi pelayanan.
3. Kejelasan tugas dan prosedur kerja
Difokuskan pada kejelasan tugas dan prosedur kerja aparat Kantor
SAMSAT Kotabumi dan optimalisasi pelayanan yang dilakukan petugas
berkaitan dengan tugas dan prosedur kerja.
4. Kejelasan peran dan perlengkapan sarana dan prasarana
Difokuskan pada kejelasan peran masing-masing instansi di Kantor
SAMSAT Kotabumi serta optimalisasi pelayanan yang dilakukan petugas
berkaitan dengan peran dan perlengkapan sarana prasarana.
Faktor Ekstern
1. Norma Sosial dan Sistem Budaya
Difokuskan pada perilaku petugas pelayanan dan wajib pajak dalam
pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kotabumi. dan

optimalisasi pelayanan yang dilakukan petugas.



2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kantor SAMSAT Kotabumi

dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Difokuskan terhadap kendala-kendala yang dihadapi pihak Kantor
SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan

bermotor.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena institusi
inilah yang melaksanakan pelayanan dalam pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Lampung Utara. Selain itu karena peneliti beralamat di
Kabupaten Lampung Utara dimana peneliti tiap tahunnya membayar pajak

kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan
melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini
ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan

sebelumnya. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan



Sumber data ini merupakan orang-orang terlibat dalam pelayanan pajak
kendaraan bermotor di lokasi penelitian. Penentuan informan dalam
penelitian ini dilakukan secara snowball sampling. Adapun informan kunci
(key informan) yang berhasil ditemui merupakan aparat pelayanan pada
kantor SAMSAT Kotabumi serta wajib pajak yang membayar pajak
kendaraannya di Kantor SAMSAT Kotabumi. Adapun informan yang

berhasil dimintai informasi dalam penelitian ini meliputi:

1) IPDA Mustakim, SH selaku Koordinator SAMSAT dan KA
Registrasi dan  Indentifikasi
2) AIPTU M.Zen selaku BAUR STNK
3) BRIGPOL Suryanto selaku petugas Polri dari unit pelayanan
4) Drs. Hasyim, MM selaku Kepala Pelaksana Pemungutan PKB dan
BBN-KB Dipenda Provinsi Lampung
5) Supriyadi selaku petugas Dipenda dari unit percetakan
6) Andi, SE selaku petugas Jasa Raharja dari unit administrasi
7) Hermansyah selaku wajib pajak

8) Yusuf selaku wajib pajak

2. Dokumen-dokumen
Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya
dengan pelayanan PKB dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah
Satu Atap (SAMSAT). Berikut merupakan daftar dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penelitian:

Tabel 6 Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian



0 Dokumen

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan bermotor

wN|k| =

SK Guernur Lampung No. 11 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perda No. 10 Tahun 2008

4 Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999
dan No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal Di bawah Satu Atap dalam penerbitan STNK, STCKB,
TNKB, TCKB, dan pemungutan PKB, BBN-KB serta SWDKLLJ

5 Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI1, Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa
Raharja (Persero) No. SKEP/06/X/1999, No. SKEP/02/X/1999 tentang
Pedoman Tata Laksana SAMSAT dalam penerbitan STNK, STCKB,
TNKB, TCKB, dan pemungutan PKB, BBN -KB serta SWDKLLJ.

6 Data Dipenda Provinsi Lampung tentang realisasi penerimaan PKB serta
jumlah denda dan tunggakan PKB per tahun anggaran

7 Arsip Sejarah SAMSAT

Sumber: Olah Data, Juni 2010

3. Observasi
Sumber data ini berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama

peneliti berada di lokasi penelitian

E. Proses dan Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi

tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh berbagai data, maka pada
tahap ini terlebih dahulu peneliti meminta izin dan memperkenalkan diri kepada

pejaat yang berwenang pada Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung




Utara dengan membawa surat izin formal penelitian dari Pembantu Dekan 1
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Lampung serta surat pengantar
dari KESBANG Provinsi Lampung. Setelah itu peneliti mengutarakan maksud
dan tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing

pihak, kemudian menentukan waktu dalam hal melakukan wawancara.

2.  Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)

Dalam tahap ini, peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang akrab
dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang
lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang
diterima serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak
mungkin sehingga tidak menyinggung informan baik secara formal maupun

informal.

3. Pengumpulan Data (Logging Data)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan
berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1)  Observasi
Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data
primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung
terhadap objek penelitian. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono

(2005) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu



pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Teknik ini digunakan untuk mengamati proses pelayanan pembayaran
PKB . Dalam teknik ini dilakukan serangkaian kegiatan pencatatan
berbagai hasil pengamatan, gejala-gejala ataupun gambaran-gambaran
yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Kegiatan observasi
dalam penelitian ini ditujukan pada optimalisasi pelayanan pembayaran
pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Di
Bawah Satu Atap di Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung

Utara

2)  Wawancara Mendalam (indepht interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong: 2005). Wawancara Yaitu
mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber
data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
optimalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap.

3)  Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
(Sugiyono: 2005). Dokumen berguna karena dapat memberikan latar

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan



bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan
utama dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah
selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data,
mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini
menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh
merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi,

gambar, foto, dan sebagainya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data
seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam

menganalisis data kualitatif yaitu:

1.  Reduksi Data (reduction data).
Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam
uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi,
dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting
kemudian dicari tema atau polanya. Selanjutnya pada saat pengumpulan

data berlangsung diadakan tahap reduksi data, kemudian membuat



ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan

menulis memo. Berikut ini salah satu kegiatan reduksi data yang dilakukan

oleh peneliti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada salah satu

informan mengenai upaya pemberian rangsangan berupa motivasi bagi

aparat Kantor SAMSAT Kotabumi agar memberikan pelayanan yang

prima (optimal) bagi wajib pajak.

Tabel 7. Tahap Reduksi Data

Fokus Penelitian

Hasil Wawancara

Hasil Reduksi Data

Rangsangan yang
memadai

“ai, dek saya gak dapet insentif
ataupun pendapatan lain dari
dipenda atau dari kantor samsat
ini, golongan saya padahal Cuma
Ila dan itu jelas gaji yang saya
terima masih kurang kan adek tau
sendiri sekarang barang-barang
pada naik harganya. Kalo dulu
masih enak dek orang yang bayar
pajak disini kadang ngasih ke duit
ke saya sebagai ucapan terima
kasih karena telah dilayani cuma
sekarang ada peraturan baru gak
boleh ngasih tip kepada petugas
dan itu buat pendapatan yang saya
terima makin berkurang padahal
gak bisa diungkiri kalo ada
pemberian insentif atau apalah
tentunya akan semakin
meningkatkan kinerja saya.
Seharusnya para pimpinan
memikirkan kesejahteraan kami
yang golongan rendah ini (hasil
wawancara, 5 Juni 2010)

“Saya tidak mendapat
insentif baik dari
instansi saya maupun
atasan saya pada Kantor
SAMSAT Kotabumi ini,
jika dikaitkan dengan
pendapatan saya yang
hanya golongan Il a
tentunya pendapatan
yang saya dapatkan
masih kurang apalagi
dengan adanya peraturan
dimana wajib pajak
tidak boleh lagi
memberikan “tip”
kepada petugas semakin
mengurangi pendapatan
yang saya terima
padahal dengan adanya
insentif tentunya akan
lebih meningkatkan
Kinerja saya, seharusnya
para pimpinan
memikirkan
kesejahteraan kami
khususnya seperti kami
para pegawai golongan
rendah ” (hasil
wawancara, 5 Juni 2010)

Sumber: Proses Reduksi Data Peneliti (Juni 2010)




Berdasarkan data yang didapat diatas pada saat penelitian berlangsung,
banyak informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dan perlu
dilakukan pemilahan data untuk menemukan hal-hal pokok yang berkaitan
dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dari
informasi yang telah didapat kemudian dirangkum dan difokuskan pada

hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display).
Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang
diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang
tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan
dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Dalam penelitian
ini, penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah
dengan teks naratif yang mendeskripsikan langsung mengenai hasil

temuan yang didapat peneliti melalui teknik wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan (concluting drawing).
Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses
penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan
selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola,
tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan

dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan



dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian

berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:92). Gambar tersebut akan
memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif
dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan
berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan sudah

jenuh.

Bagan 1. Analisis data model interaktif

Penyajian Data
_— (Data Display)

A
A 4 t

[ Reduksi data rikan Kesimpulan }

Pengumpulan data

(Data Reduction)

P

Sumber: Miles & Huberman (1992).

Gambar mengenai komponen analisis data model interaktif Miles dan Huberman
di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat
dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan

tersebut meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau



kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.
Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut
Moleong (2004) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa

keabsahan data, yaitu:

1.  Derajat Kepercayaan (credibility)
Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep
validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan:
pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat
kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti
pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan

diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi  berupaya untuk mengecek kebenaran data dan
membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada
berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan
metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga
macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data,
metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan

jalan :

1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2) mengeceknya dengan berbagai sumber data
3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan

data dapat dilakukan.



Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data

yang diperoleh melalui sumber wawancara, dokumentasi dan observasi di

lapangan. Salah satu contoh model triangulasi dalam penelitian ini:

Tabel. 8 Data Triangulasi mengenai kejelasan tugas dan prosedur kerja aparat
Kantor SAMSAT Kotabumi

Objek wawancara data observasi kesimpulan

penelitian

Kejelasan | “Tugas dan Pedoman | Tugasdan | “Kami para

Tugas dan | prosedur saya telah | Tata prosedur petugas disini

prosedur | jelas karena dalam | Laksana kerja aparat | khususnya saya

kerja pelaksanannya SAMSAT | Kantor telah memahami
tugas dan prosedur SAMSAT | tugas dan
kerja saya ada kotabumi prosedur kerja
aturan yang telah jelas apa saja yang
mengaturnya karena harus dilakukan
seperti Pedoman tercantum dalam Sistem
Tata Laksana di Pedoman | Administrasi
SAMSAT dimana Tata Manunggal Satu
di dalamnya Laksana Atap dalam hal
tercantum tugas SAMSAT pelayanan
dan prosedur kerja dan dalam pembayaran
bagi seluruh pelaksanaan | pajak kendaraan
petugas dan dalam tugas dan bermotor karena
upaya membuat prosedur terdapat pedoman
pelayanan menjadi kerja yang kami ikuti
optimal kami petugas selain itu sebelum
melaksanakan mengikuti saya ditempatkan
tugas dengan selalu pedoman di Kantor
berusaha mengikuti tersebut dan | SAMSAT
prosedur yang ada pembekalan | Kotabumi ini
seperti prosedur yang terlebih dahulu
yang tercantum mereka saya mendapat
dalam Pedoman dapatkan pembekalan
Tata Laksana sebelum mengenai tugas,
SAMSAT agar ditempatkan | prosedur serta
mengantisipasi di Kantor peraturan dalam
kesalahan yang SAMSAT SAMSAT dan
kami buat Kotabumi dalam upaya
walaupun di dalam membuat
pedoman tersebut pelayanan
tidak dijelaskan khususnya
secara rinci pelayanan pajak
mengenai teknis kendaraan

tugas-tugas kami

bermotor ya




tapi rincian teknis selalu berupaya

tugas telah kami untuk

dapatkan dari menjalankan
pembekalan yang tugas dan
diberikan kepada prosedur kerja
kami sebelum sesuai dengan
ditempatkan di ketentuan yang
Kantor SAMSAT telah ditetapkan
ini tanpa mengurangi

atau menambah
ketentuan yang
telah ada
sehingga
diharapakan
pelayanan dapat
berjalan optimal

Sumber: Olah Data (Juni 2010)

b. Kecukupan referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau
rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan
untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.
Kecukupanreferensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk

menguji kembali data yang ada.

2.  Keteralihan (transferability)
Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara
konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut
seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris
dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab

untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Dalam melakukan



keteralihan peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan data kejadian

empiris dalam konteks yang sama.

3. Kebergantungan (dependability)
Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian
nonkualitatif. ~ Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam
penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti
tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan
data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses
penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut

tidak dependable.

Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau
salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara
bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses

penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

4.  Kepastian (confirmability)
Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,
sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji
kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan
dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses
tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari
konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi

subjektif tapi sudah objektif. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian



ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat
bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-usul data, logika
penarikan kesimpulan dari data dan derajat ketelitian serta telaah terhadap

kegiatan peneliti tentang keabsahan data.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melibatkan 3 instansi yang
terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, PT.(persero) Asuransi Kerugian jasa
Raharja Dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga sebelum diberlakukannya
model pelayanan satu atap (sebelum tahun 1976), wajib pajak kendaraan
bermotor harus melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya pada
tiga tempat instansi yang berbeda, yaitu pada Dipenda, PT. (persero) Jasa
Raharja dan Kepolisian. Kemudian untuk memudahkan wajib pajak serta untuk
kelancaran pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka dilakukanlah
penyatuan 3 instansi tersebut melalui Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah
Satu Atap (SAMSAT). Disamping itu alasannya dibentuk SAMSAT adalah untuk
efesiensi biaya yaitu menghindarkan wajib pajak atas pengenaan pajak
berganda, yaitu pungutan (pajak/premi) pada setiap instansi yang terkait.

Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dimaksudkan
untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, kejelasan, dan kepastian
serta ketertiban pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor
sehingga tercipta efesiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan.

Dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap
terdapat Pedoman yang dijadikan acuan dalam Pelaksanaan SAMSAT yaitu



Pedoman Tata Laksana Sistem Admnistrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap.
Maksud dan Tujuan diterbitkannya adalah sebagai berikut:

1. Maksud diterbitkannya Pedoman Tata Laksana ini merupakan pedoman
bagi aparat pelaksana agar memiliki persamaan persepsi dan tindakan dalam
memberikan pelayanan di Kantor bersama SAMSAT

2. Tujuan diterbitkannya Pedoman Tata Laksana ini adalah untuk

meningkatkan pelayanan dalam peneritan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan

pemungutan PKB, BBN-KB serta SDWDKLLJ di Kantor bersama SAMSAT
Berkaitan dengan tujuan dibentuknya SAMSAT diatas Pemerintah Provinsi
Lampung membangun Kantor SAMSAT Kotabumi yang diperuntukkan bagi
kendaraan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Kantor

SAMSAT Kotabumi diresmikan pada Tahun 1983 oleh Gubernur KDH. TK |

Lampung pada waktu itu.

Kantor SAMSAT Kotabumi beralamat di Jalan Jendral Sudirman no.32
Kabupaten Lampung Utara , telpon (0724) 21371. Kantor SAMSAT ini memiliki

luas bangunan yang terdiri dari:

Luas tanah : 496 M2

Luas Bangunan :350 M2

Gambar 1 : Gedung Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.32 Kabupaten Lampung Utara
telpon (0724) 21371 (2 Juni 2010)



Selanjutnya mengenai jumlah pegawai pada Kantor SAMSAT Kotabumi dalam

situasi Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Jumlah pegawai kantor SAMSAT Kotabumi dalam situasi Tahun 2010

No | Pegawai Jumlah
1 | Polri 14 orang
2 | Dipenda 13 orang
3 | Jasa Raharja 2 orang

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Sedangkan Jumlah kendaraan operasional yang diiventariskan untuk Kantor
SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang digunakan oleh petugas
dalam memberikan pelayanan (SAMSAT Delivery) dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 10. Jumlah kendaraan operasional Kantor SAMSAT Kotabumi dalam
situasi Tahun 2010

No | Jenis kendaraan Jumlah
1 Roda 2 1
2 Roda 4 -

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Gambar 2 : Kendaraan operasional Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara yang diperuntukkan untuk layanan SAMSAT Delivery

(2 Juni 2010)



Aparat Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT Kotabumi terdiri dari unsur
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa
Raharja (Persero) Cabang dan yang menjadi pimpinan dari kantor ini dijabat oleh
seorang Koordinator yang saat ini dijabat oleh IPDA Mustakim, SH sedangkan
yang menjadi penanggung jawab kegiatan pada setiap unit pada situasi Tahun
2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Penanggung jawab kegiatan pada setiap unit di Kantor SAMSAT
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010:

No Unit kegiatan Nama pegawai

1 Unit Pelayanan Brigpol Suryanto
Briptu Sobirin

Briptu Teguh Imam

2 Unit AIPTU M.Zen
Administrasi
AIPDA M.Kurung llyas
BRIPKA Saipul Anwar
Drs. M. Hasyim, MM
Indra Jaya Ali, SH
Hotman. S, SH

Andi, SE

3 Unit Asmanita, S.IP
Pembayaran




4 Unit Percetakan BRIPTU Oktarina
Supriyadi

Achmad Faisol

5 Unit Penyerahan BRIGPOL Sugianto

6 Unit Arsip BRIPKA Hasanudin
BRIGPOL Tanto. H
BRIGPOL Titis

BRIPTU Paijah

7 Unit Informasi Elvan Fahlevi

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan observasi peneliti mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten lampung Utara pada Tahun 2010 didapati
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor SAMSAT Kotabumi yang dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Daftar sarana Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2010
No | Sarana Kondisi
1 | Ruang tunggu baik
2 | Loket/ ruang pelayanan Kurang luas
4 | Loket/ruang informasi baik
6 | Ruang pengendali komputer baik
7 | Ruang Koordinator dan Pejabat unit SAMSAT baik
8 | Ruang workshop BPKB baik
9 | Ruang BPKB baik
10 | Ruang Pelayanan Mutasi baik
11 | Ruang Jaga baik
12 | Menyediakan halaman parkir/apel karyawan Kurang luas
13 | Menyediakan tempat cek fisik Kurang luas
14 | Meja dan kursi wajib pajak baik
15 | Kantin Tidak memadai
16 | Tempat ibadah baik
18 | Telepon umum baik
21 | Toilet baik




22 | CPU Kurang canggih
23 | Terminal Komputer baik
24 | Printer Kurang canggih
25 | Embossing baik
26 | Validasi pengesahan baik
27 | Genset baik
28 | Televisi baik
29 | dispenser baik

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Tabel 13. Daftar prasarana Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2010

duduk, pesawat tv, meja untuk menulis, air mineral
untuk minum dan wc yang terjaga kebersihannya

No | Prasarana Kondisi

1 nomor urut pendaftaran guna tertibnya pelayanan | baik
pendaftaran

2 sarana pengatur masuk keluarnya wajib pajak | baik
sehingga tertib

3 papan informasi guna memberikan informasi | baik
kepada wajib pajak tentang status proses
pendaftaran

4 kotak saran dan pengaduan baik

5 papan informasi yang berisikan denah kantor, | Kurang informatif
mekanisme dan prosedur, nama penjabat, besarnya
biaya dan informasi lainnya

6 pusat informasi yang dapat memberikan iformasi | baik
kepada wajib pajak

7 Menetapkan batas waktu proses pelayanan Tidak jelas

8 fasilitas bagi wajib pajak ruang tunggu ac, tempat | baik

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kotabumi

terdapat mekanisme pelayanan yang harus diikuti oleh wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraannya. Berikut di samping ditampilkan bagan alur

pelayanan di Kantor SAMSAT Kotabumi:




Bagan 2. Alur Pelayanan di Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara



LOKET I > PEMOHON s LOKET I
\ 4 v \ 4 v
loket | A Loket | B Loket Il A Loket Il B
Pendaftaran Penetapan Pembavaran Penverahan
1. Ran baru 1. PKB 1. PKB 1. STNK
2. Pengesahan 2. BBN-KB 2. BBN-KB 2. BPKB
3.Perpanjangan 3. SWDKLLJ 3. SWDKLLJ 3. KTP
4, Mutasi 4, STNK-TNK 4. TNKB
- 5 5. Notice PKB
(20 Menit) (15 Menit) (15 Menit) (5 Menit)
A
Validasi
1. SKPD
2. Notice PKB
3. SWDKLLJ
4, STNK
(5 Menit)

(Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara)

4
B. Hasil Penelitian




Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah
didapat pada saat penelitian berlangsung. Kemudian hasil temuan-temuan
dilapangan yang berhasil diperoleh dari hasil penelitian akan disesuaikan dengan
rumusan masalah dan fokus penelitian.

1. Optimalisasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Sistem
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

a. Faktor Intern

1. Perilaku Kepemimpinan Birokrasi di Kantor SAMSAT Kotabumi

Kepemimpinan mempunyai pengaruh secara asimetris terhadap tingkat kualitas
pelayanan kepada para pengguna jasa, karena organisasi bekerja maksimal
dalam memberikan layanan prima di organisasi publik. Kepemimpinan berusaha
mengerakkan individu atau kelompok dalam organisasi agar mau bekerja sesuai
dengan ketentuan dan dengan semangat tinggi sesuai dengan kesepakatan yang
telah disetujui bersama.

Terkait dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh
Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara yang menjadi pemimpin dalam Kantor
tersebut dijabat oleh seorang Koordinator SAMSAT dimana Koordinator tersebut
ditunjuk langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah atas usul Kepala Ditlantas
Polda Lampung. Koordinator SAMSAT bertugas mengkoordinir kegiatan di luar
teknis administrasi dan teknis operasional serta melakukan pengaturan tata
kerja dan tata ruang gedung Kantor SAMSAT.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak BRIGPOL Suryanto (Petugas Pelayanan loket
pendaftaran dari Kepolisian) dalam wawancara dengan peneliti beliau
mengatakan bahwa:

“Di dalam Kantor SAMSAT Kotabumi yang menjabat sebagai Koordinator adalah
Bapak IPDA Mustakim, SH beliau yang mengatur tata kerja petugas dan tata



ruangan di kantor ini seperti papan-papan informasi, posisi tempat duduk bagi
wajib pajak dan lain-lain beliaulah yang mengatur posisinya”

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak
IPDA Mustakim, SH (selaku Koordinator Kepala SAMSAT) mengenai
kepemimpinan beliau di Kantor SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi pelayanan
pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya dalam membuat pelayanan agar optimal terus dilakukan oleh kami
termasuk saya, mengenai jabatan saya sebagai koordinator SAMSAT, saya
melakukan pengawasan pada jam kerja petugas agar mereka selalu melakukan
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada dan displin terhadap tugasnya
karena selama ini masalah yang masih terjadi adalah terkait dengan waktu
pemberian pelayanan yang masih belum sesuai dengan standar waktu dan saya
juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada petugas yang ada berkaitan
dengan upaya membuat pelayanan lebih optimal, selanjutnya saya selalu
melakukan koordinasi kepada petugas yang ada dalam hal pemenuhan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada agar
mendukung terhadap pelayanan yang diberikan pada masyarakat”

Hal diatas dibenarkan oleh Bapak BRIGPOL Suryanto mengenai perilaku
kepemimpinan Koordinator SAMSAT beliau mengatakan:

“Perilaku pak Mustakim terhadap sikapnya kepada kami sangat baik beliau
orangnya ramah selain itu beliau menempatkan dirinya kepada kami seperti
keluarga, saat jam istirahat kami sering diajak ngobrol oleh beliau, ketika
ngobrol kami diberi kesempatan untuk mengeluarkan keluh kesah kami dalam
pekerjaan kami salah satu contoh hasil kebijakan beliau setelah mendengarkan
keluhan kami mengenai seragam PDH yang kami gunakan yang tidak
memberikan kenyamanan bagi kami dalam berkerja selain itu seragam PDH
kami khususnya dari Polri membuat wajib pajak segan kepada kami sehingga
beliau mengeluarkan kebijakan mengenai jadwal seragam selain PDH.
Sedangkan pada saat jam kerja beliau terkadang pada jam-jam tertentu sering
berkeliling gedung ini untuk memastikan kami sebagai petugas menjalankan
tugas sesuai dengan prosedur yang telah ada”



Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Andi, SE (selaku petugas penetapan dari
Jasa Raharja) beliau mengatakan bahwa:

“Pak Mustakim memiliki perilaku yang bisa menempatkan diri, walaupun beliau
seorang perwira dari kepolisian beliau menempatkan dirinya sebagai teman
tidak kaku khususnya saya, walaupun saya dari Jasa Raharja bukan Polri beliau
tidak membeda-bedakan sikapnya selain itu dalam pelaksanaan tugas kami
selalu ditekankan untuk menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak menunda-
nunda apa yang menjadi tugas kami”

Berdasarkan hal diatas pada tanggal 2 -12 Juni 2010 peneliti melakukan
observasi pada perilaku Bapak IPDA Mustakim, SH (selaku Koordinator Kepala
SAMSAT) didapati pada jam masuk kantor Koordinator berkeliling ke berbagai
ruangan pada setiap loket untuk mengecek langsung keberadaan petugas
pelayanan pada setiap loket setelah itu pada jam-jam tertentu saat jam kerja
Koordinator sering keluar dari ruangannya dan berkeliling kembali ke berbagai
ruangan untuk melihat kinerja dari petugas. Kemudian berdasarkan observasi
peneliti Koordinator SAMSAT sepertinya memiliki hubungan baik pada setiap
petugas baik itu dari Polri, Dipenda maupun Jasa Raharja dan petugas lainnya itu
terlihat dari saat jam istirahat Koordinator terlihat sering berbincang dengan
petugas-petugas yang ada pada kantor SAMSAT tidak terlihat ada hubungan
yang kaku. Tentunya hal itu mengambarkan hubungan harmonis antara
Koordinator dengan petugas yang ada pada Kantor SAMSAT Kotabumi. Selain itu
yang menjadi sorotan peneliti, Koordinator SAMSAT menunjukkan sikap yang
mau mendengarkan bawahan hal tersebut terlihat dari kebijakan yang diambil
beliau mengenai jadwal seragam petugas dimana petugas diberikan jadwal
seragam selain seragam PDH dari masing-masing instansi asal petugas. Berikut
jadwal seragam petugas pelayanan di Kantor SAMSAT Kotabumi:

Tabel 14. Jadwal Seragam Petugas Pelayanan SAMSAT Kotabumi Kabupaten

Lampung Utara

No | Hari Seragam

1 Senin PDH

2 Selasa PDH

3 Rabu Baju kemeja hijau muda
4 Kamis Baju kemeja hijau muda
5 Jumat Batik

6 Sabtu Bebas pantas

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara




Mengenai kebijakan yang diambil oleh Koordinator SAMSAT tersebut, peneliti
melakukan wawancara dengan Bapak IPDA Mustakim, SH (selaku Koordinator
Kepala SAMSAT) yang mengeluarkan kebijakan tersebut, beliau mengatakan

bahwa:

“Mengenai jadwal seragam bagi petugas pelayanan, hal itu merupakan
kebijakan yang diambil oleh saya dalam rangka optimalisasi pelayanan dan
mengenai kebijakan itu telah saya koordinasikan dengan seluruh instansi
masing-masing petugas. Kebijakan tersebut saya buat berdasarkan usul para
petugas disini dan juga melihat Kantor SAMSAT lain dimana tujuannya untuk
memberikan rasa nyaman bagi petugas dalam menjalankan tugasnya agar lebih
optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat karena baju PDH tiap
harinya membuat petugas merasa gerah dan membatasi gerak petugas. Selain
itu dengan tidak memakai baju PDH diharapkan membuat wajib pajak tidak
segan ataupun takut terhadap petugas pelayanan”

Selanjutnya terdapat keterangan lain dari Bapak IPDA Mustakim mengenai
jabatannya sebagai pimpinan Kantor SAMSAT Kotabumi dimana mengalami
keterbatasan wewenang dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak kendaraan
bermotor, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam upaya membuat pelayanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan
optimal saya mengalami hambatan terhadap kewenangan yang dimiliki saya
sebagai pimpinan di kantor ini dimana saya tidak bisa untuk mengkoordinir
kegiatan yang berkaitan dengan teknis administrasi dan operasional dalam
sistem administrasi SAMSAT ini., Salah satu contoh yang menghambat saya
adalah masalah prosedur yang panjang dalam pelayanan PKB, walaupun saat ini
alur pelayanan telah dipotong yang dulu 7 loket hanya menjadi 2 loket tetapi
baru terealisasi baru-baru ini, padahal keinginan memotong alur pelayanan
tersebut sudah ada dari beberapa tahun yang lalu oleh saya dan pimpinan
sebelumnya karena alur pelayanan yang hanya 2 loket itu juga sudah tercantum
dalam Pedoman Tata Laksana SAMSAT yang ada, namun hal tersebut tidak bisa
saya lakukan karena saya tidak diberi hak untuk mengubah alur administrasi.
Sehingga untuk mengubah administrasi yang ada harus menunggu terlebih
dahulu dari pihak Pemerintah Provinsi”



Berdasarkan pemaparan diatas didapat keterangan bahwa perilaku
kepemimpinan yang ditunjukkan Koordinator SAMSAT sebagai berikut:

1. Sikap ramah terhadap seluruh aparat pada Kantor SAMSAT

2. Mendukung bawahan

3. Mau berkonsultasi
4, Mau mendengarkan bawahan
5 Mau menerima usul bawahan

6. Tidak memikirkan kesejahteraan bawahan

7. Memperlakukan seluruh aparat yang menjadi bawahannya sebagai
teman dan keluarga

8. Menekankan pentingnya atas waktu pelaksanaan tugas-tugas
kepada

bawahan

9. Memberikan kritik pelaksanaan yang jelek

10. Melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kinerja aparat agar
berjalan sesuai dengan peraturan yang ada

11. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan

Perilaku kepemimpinan yang ditunjukkan tersebut merupakan salah satu bentuk
upaya pemimpin dalam perilakunya membuat pelayanan di kantornya optimal.
Selain itu didapat keterangan lain bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan
pajak kendaraan bermotor, pihak Kantor SAMSAT Kotabumi khususnya
Koordinator SAMSAT tidak memiliki kewenangan untuk merubah teknis
administrasi yang ada karena yang berhak merubahnya adalah pihak Pemerintah
Provinsi.

b. Rangsangan yang Memadai Bagi Aparat Kantor SAMSAT Kotabumi



Rangsangan yang memadai berkaitan dengan insentif dan motivasi bagi aparat
yang merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam optimalisasi
pelayanan karena insentif dan motivasi bagi aparat dapat meningkatkan
semangat kerja dan disiplin aparatur sebagai pemberi pelayanan. Dengan
adanya Pemberian insentif dan motivasi bagi aparat pelayanan SAMSAT
diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan disiplin petugas pelayanan
agar pelayanan yang diberikan pada wajib pajak optimal.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. M.Hasyim. MM (selaku
Kepala Pelaksana Pemungutan PKB-BBN-KB Dipenda Provinsi Lampung) beliau

mengatakan bahwa:

“Petugas pelayanan SAMSAT khususnya petugas yang berasal dari instansi
Dipenda tidak ada insentif yang diberikan. kami hanya mendapatkan gaji sesuai
dengan golongan kami. Dari pihak Kantor SAMSAT Kotabumi sendiri tidak
upaya untuk menambah penghasilan tambahan bagi kami padahal pemberian
insentif dapat meningkatkan gairah petugas dalam memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat”

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Andi (petugas SAMSAT dari Jasa Raharja)

terkait adanya pemberian insentif oleh instansinya, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada pemberian insentif untuk saya khususnya dari Kantor SAMSAT
Kotabumi ini. Kami pegawai Jasa Raharja yang ditempatkan pada Kantor
SAMSAT Kotabumi hanya mendapatkan pendapatan dari instansi saya yaitu
berupa gaji yang besarnya sesuai dengan jabatan dan golongan”

Selanjutnya hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak Supriyadi (selaku

Petugas Dipenda dari Unit percetakan), beliau mengatakan bahwa;

“Saya tidak mendapat insentif baik dari instansi saya maupun atasan saya pada
Kantor SAMSAT Kotabumi ini, jika dikaitkan dengan pendapatan saya yang
hanya golongan Il a tentunya pendapatan yang saya dapatkan masih kurang
apalagi dengan adanya peraturan dimana wajib pajak tidak boleh lagi memberikan
“tip” kepada petugas semakin mengurangi pendapatan yang saya terima padahal
dengan adanya insentif tentunya akan lebih meningkatkan kinerja saya,
seharusnya para pimpinan memikirkan kesejahteraan kami khususnya seperti
kami para pegawai golongan rendah ”



Berdasarkan wawancara peneliti dengan para petugas diatas berkaitan dengan
rangsangan bagi petugas berupa pemberian insentif kepada petugas agar mereka
berkerja maksimal dalam membuat pelayanan lebih optimal, peneliti melakukan
wawancara dengan Bapak IPDA Mustakim, SH (selaku Koordinator kepala
SAMSAT Kotabumi) beliau mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan insentif bagi para petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi
memang tidak ada, petugas hanya mendapatkan pendapatan dari gaji yang mereka
terima dari masing-masing instansi, saya selaku Koordinator di Kantor ini tidak
mempunyai wewenang atau kewajiban berkaitan dengan pendapatan petugas
khususnya pemberian insentif”

Selain insentif, rangsangan bagi petugas dalam meningkatkan Kkinerjanya
membuat pelayanan menjadi optimal juga berkaitan dengan motivasi bagi aparat
pelayanan publik. Berdasarkan  hal tersebut peneliti kembali melakukan
wawancara dengan Bapak IPDA Mustakim, SH (selaku Koordinator Kepala
SAMSAT) beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya yang menjadi motivasi bagi petugas disini dalam berkerja adalah
hubungan yang harmonis diantara petugas. Seperti saya sebagai pimpinan
berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan cara membangun
hubungan yang baik dengan semua aparat baik dari Polri, Dipenda maupun Jasa
Raharja, saat jam istirahat saya sering mengajak mengobrol bahkan kami sering
makan siang bersama, upaya menciptakan hubungan yang harmonis bertujuan
untuk meciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi petugas yang diharapkan
dapat menjadi motivasi tersendiri bagi petugas disini untuk membuat pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat optimal”

Dari observasi peneliti dari tanggal 1 Juni-12 Juni 2010 peneliti mengamati

perubahan kondisi pada Kantor SAMSAT Kotabumi berkaitan dengan pendapatan

yang diterima petugas SAMSAT dimana sebelumnya para petugas SAMSAT



mendapat pendapatan selain gaji yang mereka terima yang berasal dari pemberian
imbalan atau “tip”dari wajib pajak namun saat ini tidak ada lagi karena terdapat
peraturan baru dimana wajib pajak tidak diperbolehkan memberi imbalan dalam
bentuk apapun kepada petugas SAMSAT tentunya hal tersebut merupakan hal
positif namun berdampak terhadap berkurangnya pendapatan yang diterima para
petugas SAMSAT. Sedangkan berkaitan dengan motivasi bagi petugas berupa
lingkungan kerja yang nyaman, peneliti melihat memang antar petugas di Kantor
SAMSAT Kotabumi berusaha menjalin hubungan yang harmonis antar petugas
hal itu terlihat saat jam istirahat dimana petugas saling memasuki ruangan petugas
untuk mengobrol selain itu mereka terkadang terlihat makan bersama..
Dari paparan diatas maka didapat keterangan bahwa rangsangan yang memadai
bagi aparat Kantor SAMSAT Kotabumi sebagai salah satu faktor yang
menentukan dalam optimalisasi pelayanan berupa pemberian motivasi bagi
petugas sedangkan rangsangan berupa pemberian insentif untuk meningkatkan
pendapatan bagi petugas tidak ada. Rangsangan berupa motivasi bagi petugas
adalah lingkungan kerja petugas yang nyaman, lingkungan kerja yang nyaman
tersebut dapat terbentuk dari upaya yang dilakukan baik itu Koordinator
SAMSAT sebagai pimpinan maupun petugas-petugas yang ada untuk menjalin
hubungan yang harmonis antar sesama petugas sehingga lingkungan kerja

petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi memberikan kenyamanan bagi petugas
dalam berkerija.

c. Kejelasan Tugas dan Prosedur Kerja Aparat Kantor SAMSAT Kotabumi

Kantor SAMSAT Kotabumi merupakan satu-satunya instansi yang memberikan
produk  pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor selain produk
pelayanan yang lain. Pelayanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh
petugas pelayanan dilakukan dengan suatu mekanisme dan prosedur kerja yang

jelas karena terdapat aturan mengaturnya dalam pelaksanaanya, hal tersebut



dikemukakan oleh Bapak IPDA Mustakim, SH (Koordinator Kepala SAMSAT),

beliau mengatakan bahwa:

“Tugas dan prosedur kerja petugas SAMSAT telah jelas karena terdapat acuan
yang mengaturnya yang secara umum terdapat dalam Pedoman Tata Laksana
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Nah, dalam upaya membuat
pelayanan PKB optimal saya selalu menekankan kepada seluruh petugas agar
selalu berkerja dalam menjalankan tugas dan prosedur kerja mengikuti aturan
yang telah ada tidak menyimpang”

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Supriyadi (selaku Petugas Dipenda dari Unit

percetakan), beliau mengatakan bahwa:

“Kami para petugas disini khususnya saya petugas yang mencetak SKPD (Surat
Ketetapan Pajak Daerah) dalam hal mencetak SKPD tugas dan prosedur saya jelas
karena dalam pelaksanannya tugas dan prosedur kerja saya ada aturan yang
mengaturnya seperti Pedoman Tata Laksana SAMSAT dimana di dalamnya
tercantum tugas dan prosedur kerja bagi seluruh petugas. Dalam upaya membuat
pelayanan yang diberikan bagi masyarakat ya melaksanakan tugas selalu berusaha
mengikuti prosedur yang ada seperti prosedur yang tercantum dalam Pedoman
Tata Laksana SAMSAT agar mengantisipasi kesalahan yang saya buat walaupun
di dalam pedoman tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknis tugas-
tugas kami tapi rincian teknis tugas kami telah kami dapatkan dari pembekalan
yang diberikan kepada kami sebelum ditempatkan di Kantor SAMSAT ini”

Selanjutnya hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak BRIGPOL Suryanto, beliau

mengatakan bahwa:

“Kami para petugas disini khususnya saya telah memahami tugas dan prosedur
kerja apa saja yang harus dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap dalam hal pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena terdapat
pedoman yang kami ikuti selain itu sebelum saya ditempatkan di Kantor
SAMSAT Kotabumi ini terlebih dahulu saya mendapat pembekalan mengenai
tugas, prosedur serta peraturan dalam SAMSAT dan dalam upaya membuat
pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor ya selalu berupaya
untuk menjalankan tugas dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan tanpa mengurangi atau menambah ketentuan yang telah ada sehingga
diharapakan pelayanan dapat berjalan optimal”



Berdasarkan hal diatas peneliti melakukan observasi terhadap mekanisme dan

prosedur pelayanan bagi wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan serta tugas

dan prosedur kerja yang dilaksanakan petugas dalam pelayanan pajak kendaraan

bermotor dalam Sistem Admnistrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap. Berikut

hasil observasi peneliti mengenai tugas dan prosedur kerja petugas SAMSAT

Kotabumi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dapat dapat dilihat di

samping ini:

1)

Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang
diberikan bagi wajib pajak:

a) Pengesahan STNK Setiap Tahun

Persyaratan:

1. Mengambil dahulu Formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai
pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor lalu
mengisi formulir tersebut.

2. Identitas:

Untuk perorangan: Tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan

melampirkan surat kuasa bermaterai cukup

Untuk badan hukum: Salinan Akte Pendirian, surat kuasa bermaterai cukup
dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang
bersangkutan

Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat

Tugas/Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan

serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan

3. STNKasli

4. BPKB asli

5. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD vyang telah

divalidasi) tahun terakhir



b) Pengesahan STNK setelah 5 tahun

Persyaratan:

1. Mengambil dahulu Formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi  sebagai
pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor
lalu mengisi formulir tersebut.

2. ldentitas:

Untuk perorangan: Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang
berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup

Untuk badan hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi, surat
kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap badan hukum yang bersangkutan

Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat
Tugas/Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan
serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan

3. STNK asli
4, BPKB asli

5. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah  divalidasi)
tahun terakhir

6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

2) Tugas kelompok Kerja Pendaftaran, pembayaran dan Penyerahan Pajak
kendaraan bermotor

1. Kelompok kerja penyedia formulir dan penerangan

Tugas ini dilaksanakan oleh polri dan dipenda yang mana polri bertugas
menyediakan dan memberikan penerangan mengenai  kelengkapan
persyaratan, pendaftaran,membekukan semua formulir yang diterima dan
dikeluarkan, dan mencatat nomor formulir serta nomor /nama pemilik pada

buku registrasi penyediaan formulir, memberikan paraf pada setiap



persyaratan. Permohonan serta menerima kembali formulir yang rusak

untuk diganti dengan yang baru. Sedangkan yang menjadi tugas dari

Dipenda dalam kelompok kerja permohonan dan penerangan kepada

permohonan yaitu tentang kewajibannya sebagai wajib pajak

2.

1)

2)

3)

Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan

Dalam kelompok kerja pendaftaran dan penetapan ini, dilakukan oleh
semua instansi yang terkait dalam Pelaksanaan SAMSAT dimana Polri
dan kelompok kerja pendaftaran bertugas sebagai penerima, peneliti
kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, memberikan nota
pemeriksaan pisik,meneruskan berkas peneliti kepada petugas Dipenda.
Sedangkan dalam registrasi dan permohonan, Polri bertugas menerima dari
Dipenda, meregistrasi dan memberikan Nomor Polisi dan melanjutkan
berkas kepada Sub kelompok kerja Penetapan. Sementara Dipenda
bertugas meneliti berkas yang diserahkan oleh Polri dan memberitahukan
kepada petugas Polri dan PT Asuransi Jasa Raharja bila ada kekeliruan
persyaratan administrasi yang diperlukan. Tugas PT Asuransi Jasa Raharja
adalah menerima, meneliti berkas yang diterima, menetapkan SWDKLLJ
yang seharusnya dibayar oleh pemohon dalam formulir permohonan. Serta
meneruskan berkas tersebut kepada kelompok kerja pengetikan.

Kelompok Kerja Pemeriksaan Fisik Kendaran Bermotor

Dalam kelompok kerja ini, hanya dilakukan oleh petugas Polri saja, yaitu
dengan menerima nota Penerimaan Fisik Kendaraan Bermotor, dan pokja
(kelompok kerja) pendaftaran, melakukan pemeriksaan identifikasi
kendaraan bemotor serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pokja
pendaftarann secara ekspedisi.

Kelompok Kerja Pemeriksaan Penyelesaian Administrasi

Dalam kelompok ini, Polri Dipenda, dan PT Asuransi Kecelakaan Jasa
Raharja mempunyai tugas sendiri-sendiri yang tentunya sesuai dengan
bidangnya antara lain :

Masing-masing meneliti kembali kebenaran penetapan serta persyaratan
administrasi
Masing-masing membubuhkan paraf pada blanko STNK yang sudah diketik

Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan serta pengendalian



4) Meneruskan berkas pada pokja penerimaan serta pengendalian

5) Meneruskan berkas kepada pokja penerimaan dan pembayaran.

5.

Kelompok Kerja Penerimaan Dan Pembayaran

Tugas dari pokja ini adalah menerima berkas dari pokja pemeriksaan
penyelesaian administrasi, menyerahkan nota penghitungan pajak dan
STNK yang belum dibayarkan kepada pokja pendaftaran dan penetapan,
serta menerima setoran biaya PNKB dan biaya administrasi dari bendahara
khusus penerima. Sedangkan bendahara khusus penerima bertugas
menerima nota perhitungan pajak dan blanko STNK dari Polri dan
mengumumkan nomor kendaraan bermotor yang siap dibayarkan melalui
papan tulis/pengeras suara.

Kelompok Kerja Pemesanan PNKB Dan Penyerahan

Pemesanan PNKB dilakukan oleh polri setelah menerima berkas
permohonan dari petugas Polri pada pokja penerimaan pembayaran,
kemudian membuat pemesanan plat nomor setelah meneliti pelunasan
kewajiban pembayaran dan mengirimkannya kepada pabrik plat

nomor dengan ekspedisi. Setelah selesai membuat plat nomor, selanjutnya
meneruskan kepada pokja penyerahan untuk diserahkan kepada pemohon.

Kelompok Kerja Arsip

Pengarsipan hanya dilakukan oleh Polri, setelah menerima berkas arsip
dari pokja pemesanan BPKB dan pokja penyerahan. Kemudian
mentatausahakan berkas-berkas tersebut dalam kelompok-kelompok
sehingga memudahkan pencarian kembali dan membukukan arsip-arsip
yang diterima dan dikeluarkan.

Di samping ini ditampilkan salah satu gambar peneliti sedang mengamati tugas

dan prosedur kerja salah satu petugas SAMSAT yang ada pada Kantor SAMSAT

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara:

Gambar 3 Peneliti sedang mengamati salah satu petugas Bapak BRIGPOL

Suryanto dalam menjalankan tugas dan prosedur kerja beliau ( 6 Juni 2010)



Namun berdasarkan observasi peneliti walaupun petugas Di Kantor SAMSAT
Kotabumi telah sadar akan tugasnya dengan telah memahami dan menjalankan
tugas sesuai dengan ketentuan yang ada serta menunjukkan perilaku kerja yang
optimal dalam melaksanakan tugas dengan tidak menunda-nunda tugasnya terlihat
saat jam kerja petugas serius dengan tugasnya masing-masing tetapi waktu proses
pelayanan pajak kendaraan bermotor terkadang masih mengalami keterlambatan
dari standar waktu yang telah ditentukan yaitu 60 menit, keterlambatan waktu
proses pelayanann itu terutama terjadi pada loket 1 yang menjadi tugas dari
kelompok Kkerja penyedia formulir dan penerangan serta pendaftaran dan

penetapan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti diatas, peneliti melakukan wawancara dengan
Bapak Brigpol Suryanto (selaku petugas dari kelompok kerja pendaftaran), beliau

mengatakan bahwa:

“Masalah keterlambatan waktu proses pelayanan dari standar waktuyang ada telah
kami sadari kami telah semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas kami serta
dalam menjalankan tugas mengikuti ketentuan yang ada tapi terkadang tetap saja
terjadi. Masalah keterlambatan waktu itu sebenarnya sifatnya situasional, karena
terjadi pada hari-hari atau jam-jam tertentu saja tergantung pada jumlah
masyarakat yang datang untuk dilayani. Pada jam-jam tertentu banyak masyarakat
yang datang bersamaan untuk mendapatkan pelayanan di kantor ini selain
membayar pajak kendaraannya, ada yang BBN-KB, ada pendaftaran motor baru
dan banyak lagi. Selain itu juga tiap tahun jumlah kendaraan makin meningkat



yang tentunya jumlah masyarakat yang harus dilayani akan meningkat tetapi
kenaikan tersebut tidak diikuti meningkatnya jumlah petugas disini, kalo jumlah
petugas disini ditambah serta kendala-kendala teknis seperti mati lampu, peralatan
computer dan alan cetak tidak rusak tentunya tidak terjadi keterlambatan
pelayanan tersebut”

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas didapat keterangan bahwa tugas dan
prosedur kerja petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi dalam Sistem Administrasi
Manunggal Di Bawah Satu Atap berkaitan dengan administrasi pelayanan pajak
kendaraan bermotor telah jelas karena terdapat suatu acuan yang dijadikan
pedoman bagi seluruh aparat Kantor SAMSAT Kotabumi dalam menjalankan
tugas dan prosedur kerja yaitu Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi
Manunggal Di Bawah Satu Atap selain itu sebelum ditempatkan di Kantor
SAMSAT Kotabumi masing-masing petugas telah mendapatkan pembekalan

mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan pada

Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap.

Berdasarkan Pemaparan diatas juga didapat keterangan bahwa dalam optimalisasi
pelayanan petugas Kantor SAMSAT Kotabumi berusaha selalu menjalankan tugas
dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sehingga diharapkan
pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal. Selain itu dalam upaya membuat
pelayanan menjadi optimal terutama pada waktu proses pelayanan petugas

mengalami kendala terhadap kurangnya jumlah petugas.

d. Kejelasan Peran dan Sarana Prasarana pada Kantor SAMSAT
Kotabumi



SAMSAT merupakan salah satu bentuk pola penyelenggaraan pelayanan di bawah
satu atap dimana terdiri dari beberapa instansi yang dalam hal ini pihak Polri,
Dipenda dan Jasa Raharja yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki
keterkaitan proses. Dalam optimalisasi pelayanan faktor kejelasan peran sangatlah
menentukan dalam SAMSAT melihat dalam pelaksanaan sistem tersebut terdiri
dari 3 instansi karena itu sangatlah penting adanya kejelasan peran dari masing-
masing instansi tersebut dalam pelaksanaan pelayanan khususnya pelayanan pajak
kendaraan bermotor. Oleh karena itu dalam Sistem Administrasi Manunggal Di
Bawah Satu Atap peran dari masing-masing instansi tersebut terdapat mekanisme

yang mengaturnya dalam hal ini diatur dalam Pedoman Tata Laksana SAMSAT.

Hal diatas senada dengan yang diungkapkan Bapak Andi (petugas SAMSAT dari

Jasa Raharja) terkait kejelasan peran pada SAMSAT, beliau mengatakan bahwa:

“Kami petugas dari pihak Jasa Raharja telah menyadari peran pihak kami yaitu
Sebagai pengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ). Dalam melaksanakan peran tersebut kami selalu mengikuti
mekanisme yang telah diatur”

Sedangkan dari pihak Polri mengungkapkan pernyataan yang tidak jauh berbeda
seperti yang diungkapkan oleh Bapak BRIGPOL Suryanto (Petugas Pelayanan

loket pendaftaran dari Kepolisian), beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya berkaitan dengan kejelasan peran dari masing-masing pihak pada
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ini, semua instansi telah menyadari
perannya masing-masing,sebagai aparat pelayanan seperti kami dari pihak polri
mempunyai peran dalam pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor, dalam
menjalankan peran tersebut kami mengikuti mekanisme yang mengaturnya yaitu
ada dalam Pedoman Tata Laksana”



Kemudian hal tersebut semakin dipertegas kembali oleh Bapak Drs. M.Hasyim.
MM (selaku Kepala Pelaksana Pemungutan PKB-BBN-KB Dipenda Provinsi
Lampung), beliau mengatakan bahwa:

“Jika berbicara peran menurut saya walaupun Kantor SAMSAT ini terdiri dari 3
intansi tetapi dalam pelaksanaanya saya dapat pastikan masing-masing pihak telah
menyadari dan mengetahui pasti peran masing-masing di dalam kantor ini, seperti
kami dari pihak Dipenda telah mengetahui peran kami yaitu melakukan
pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu dalam menjalankan peran
tersebut telah ada mekanisme yang mengaturnya. Berkaitan dengan upaya
membuat pelayanan menjadi optimal kami dari pihak Dipenda kami lakukan
dengan menjalankan peran pada Sistem ini dengan selalu mengikuti mekanisme
yang telah diatur dan menurut saya hal tersebut tentunya dilakukan juga oleh
instansi Polri dan Jasa Raharja”

Berdasarkan observasi peneliti peran dari masing instansi di Kantor SAMSAT
Kotabumi ini telah mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Pedoman Tata

Laksana SAMSAT. Berikut hasil observasi peneliti mengenai mekanisme yang

mengatur peran dari masing-masing instansi di Kantor SAMSAT Kotabumi:

a.  Mekanisme pendaftaran kendaraan bermotor

1. Penelitian dan Registrasi Identifikasi.
1). Menerima, meneliti  kelengkapan dan  keabsahan berkas
permohonan.
2). Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar
pemblokiran.
3). Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima,
memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon.
4).  Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

untuk di cross check dengan dokumen kendaraan bermotor dan apabila



ternyata didalam penelitian pemeriksaan fisik ditemukan adanya

perbedaan dan kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian dan

pemblokiran berkas, maka permohonan tersebut diselesaikan secara
khusus sesuai  ketentuan yang berlaku.

5).  Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor BPKB serta
menuliskannya pada formulir SPPKB yang juga formulir permohonan  STNK,
serta membubuhkan paraf pada formulir tersebut.

6). Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis

kendaraan.

2. Otorisasi Data Statis Kendaraan.
1). Membuat Kartu Induk Kendaraan Bermotor bagi kendaraan baru
sedangkan khusus yang sudah komputerisasi, menyesuaikan dengan
aplikasi program.
2). Memberikan Nomor Kartu Induk Kendaraan secara sistematis.
3). Menuliskan Identifikasi Kepemilikan, Jenis, Golongan, Fungsi
Kendaraan pada kartu Induk Kendaraan Bermotor untuk Kepentingan °
penetapan besarnya PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.
4). Membuat order TNKB untuk proses percetakan TNKB bagi
kendaraan baru, perpanjangan STNK dan Pengganti Nomor kendaraan
lainnya.
5). Melaksanakan penyimpanan dan penataan Kartu Induk Kendaraan
sesuai dengan bulan dan tahun penerbitan Kartu Induk Kendaraan.
7). Meneruskan berkas permohonan kepada penetapan PKB/BBN-KB

dan SWDKLLJ.



b.  Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor
1.  Penetapan PKB dan BBN-KB.
1). Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalamSKPD.
2)  Memberikan Nomor SKUM dan kohir pada SKPD
3)  Membukukan dalam Buku Produksi Pajak.
4). Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan
5). Meneruskan Berkas yang telah disahkan PKB/BBN-KB dan

dendanya kepada Penetapan SWDKLLJ.

C. Pemungutan SWDKLLJ
1.  Penetapan SWDKLLJ
1). Menetapkan SWDKLLJ dan denda serta membubuhkan paraf pada
SKPD.
2). Membukukan penetapan.
3).  Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ dan dendanya

kepada Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB.

2.  Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB.
1). Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB serta
membubuhkan paraf.
2). Membukukan biaya administrasi.

3)  Menyerahkan berkas pendaftaran kepada Korektor

Berdasarkan pemaparan diatas maka didapat keterangan bahwa peran dari masing-

masing instansi pada Kantor SAMSAT Kotabumi telah jelas karena peran



tersebut telah ada mekanisme yang mengaturnya yaitu terdapat dalam Pedoman
Tata Laksana SAMSAT. Dalam optimalisasi pelayanan di dapat keterangan
bahwa upaya yang dilakukan petugas yang mewakili instansi masing-masing
dalam kedudukannya di Kantor SAMSAT Kotabumi untuk membuat pelayanan
khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor menjadi optimal dilakukan
petugas dengan menjalankan peran selalu mengikuti mekanisme yang ada tanpa

menambah atau mengurangi dari mekanisme yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang
menentukan optimalisasi pelayanan. Sarana dan prasarana berkaitan dengan
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Di samping itu, tersedianya
fasilitas pendukung yang digunakan untuk memudahkan serta memperlancar

proses pelayanan dan pekerjaan.

Masih terbatasnya sarana organisasi dapat menghambat pelayanan kepada
masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa tidak puas dengan pelayanan yang
diberikan. Selain itu kurangnya fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan
pekerjaan dapat memunculkan suasana atau kondisi kerja yang tidak baik serta
menurunkan kualitas dan produktifitas pelayanan kepada masyarakat. Karena
keterbatasan sarana dan prasarana organisasi atau instansi, maka niat baik untuk
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat seringkali
terhambat. Sehingga perlu adanya penyediaan serta perbaikan sarana dan

prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.



Terkait sarana dan prasarana di Kantor SAMSAT Kotabumi peneliti melakukan
wawancara dengan Bapak IPDA Mustakim, SH selaku Koordinator SAMSAT
yang memiliki salah satu tugas yaitu penataan tata kerja dan tata ruang gedung,

beliau mengatakan bahwa:

“Jika berbicara perlengkapan sarana dan prasarana kerja di Kantor SAMSAT
Kotabumi ini masih jauh dari harapan petugas disini. Dimana banyak sarana dan
prasarana yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang ada serta
sarana prasarana yang telah ada masih kurang mendukung untuk memberikan
pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat seperti yang paling krusial adalah
kurang luasnya bangunan yang ada saat ini terutama pada ruang kerja petugas
dimana meja, kursi dan peralatan lainnya berhimpitan sehingga mengganggu
ruang gerak petugas dalam melaksanakan tugasnya dan juga kurang memberikan
rasa nyaman bagi petugas dan di ruang wajib pajak dimana (ac) sebagai pendigin
ruangan kadang-kadang mati karena tegangan listrik yang kurang. Selain itu
masih banyak lagi seperti komputer dan peralatan cetak STNK dan SKPD yang
masih kurang canggih dan tidak ada cadangannya.. Berdasarkan kekurangan
sarana dan prasarana tersebut terutama pada kurangnya luas bangunan, pihak
Kantor SAMSAT telah mengajukan kepada Pemerintah Provinsi mengenai
permasalahan tersebut dan telah mendapat respon dimana dari pihak Provinsi
telah mensurvei ke Kantor ini tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. selagi
menunggu kedua pengajuan tersebut disetujui sarana dan prasarana yang telah
ada dimanfaatkan dan dipelihara semaksimal mungkin oleh aparat dan berusaha
memenuhi sarana dan prasarana yang belum ada sesuai dengan kemampuan kami”

Berdasarkan hal diatas, peneliti melakukan observasi mengenai sarana dan
prasarana yang dimiliki Kantor SAMSAT Kotabumi dengan melihat standar
sarana dan prasarana yang ada pada Pedoman Pedoman Tata Laksana Sistem

Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap. Dari hasil observasi didapatkan

sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel di samping ini:

Tabel 15. Daftar sarana Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2010
No | Standar Sarana (normatif) Keterangan
1 | Ruang tunggu ada
2 | Loket/ ruang pelayanan ada
3 | Ruang Pertemuan Tidak ada
4 | Loket/ruang informasi ada




5 | Loket Pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan | Tidak ada
masalah
6 | Ruang pengendali komputer ada
7 | Ruang coordinator dan Pejabat unit SAMSAT ada
8 | Ruang workshop BPKB ada
9 | Ruang BPKB ada
10 | Ruang Pelayanan Mutasi ada
11 | Ruang Jaga ada
12 | Menyediakan halamn parker/apel karyawan ada
13 | Menyediakan tempat cek fisik ada
14 | Meja dan kursi wajib pajak ada
15 | Kantin ada
16 | Tempat ibadah ada
17 | Ruang fotocopy Tidak ada
18 | Telepon umum ada
20 | Mesin ATM Tidak ada
21 | Toilet ada
22 | CPU ada
23 | Terminal Komputer ada
24 | Printer ada
25 | Embossing ada
26 | Validasi pengesahan ada
27 | Genset ada
28 | Televisi ada
29 | dispenser ada

Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Tabel 16. Daftar prasarana Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2010

No | Standar Prasarana (normatif) Keterangan
1 nomor urut pendaftaran guna tertibnya pelayanan | ada
pendaftaran

2 sarana pengatur masuk keluarnya wajib pajak sehingga | ada
tertib

3 papan informasi guna memberikan informasi kepada | ada
wajib pajak tentang status proses pendaftaran

4 kotak saran dan pengaduan ada

5 papan informasi yang Dberisikan denah kantor, | ada
mekanisme dan prosedur, nama penjabat, besarnya
biaya dan informasi lainnya

6 pusat informasi yang dapat memberikan informasi | ada
kepada wajib pajak

7 Menetapkan batas waktu proses pelayanan ada

8 fasilitas bagi wajib pajak ruang tunggu ac, tempat | ada




duduk, pesawat tv, meja untuk menulis, air mineral
untuk minum dan wc yang terjaga kebersihannya
Sumber: Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Berikut di bawah ini ditampilkan gambar mengenai beberapa kondisi sarana yang

ada pada Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara:

Gambar 4,5,6:7 Gambar kondisi sarana Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara ( 12 Juni 2010)

e o

Gambar diatas menggambarkan beberapa kondisi sarana yang ada pada Kantor
SAMSAT Kotabumi dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,
gambar (4) menggambarkan peralatan kerja komputer petugas yang masih
menggunakan Pentium 3 dan tidak terdapat cadangannya, gambar (5)
menggambarkan kondisi kursi yang dipakai petugas saat berkerja yang kondisinya
tidak layak, gambar (6) mengambarkan kondisi lahan parkir kendaraan bagi wajib

pajak yang sempit dikarenakan luas tanah Kantor SAMSAT Kotabumi yang tidak



memadai, gambar (7) menggambarkan kondisi ruang kerja pada loket 1

pendaftaran yang sempit karena luas gedung yang tidak memadai lagi.

Dalam optimalisasi pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor,
upaya untuk membuat pelayanan pajak kendaraan bermotor menjadi optimal
dilakukan petugas Kantor SAMSAT Kotabumi dengan memanfaatkan dan
memelihara sarana prasarana yang ada serta melakukan upaya pengajuan untuk
pengadaan dan pengembangan sarana prasarana Kantor SAMSAT Kotabumi

kepada pihak yang terkait yaitu Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak IPDA Mustakim, SH

(selaku Koordinator Kepala), beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan kami untuk membuat pelayanan khususnya pelayanan
PKB menjadi optimal, kami petugas berusaha memanfaatkan dan melihara sarana
prasarana yang ada seperti pada ruang tunggu kami menata letak kursi, meja, tv ac
dan lain serapi mungkin agar terlihat tidak sumpek bagi wajib pajak selain itu
seperti pada ruangan wc, musholla, ruang tunggu wajib pajak kami selalu
berusaha memelihara kebersihannya. Selain itu kami juga telah mengajukan
permintaan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengadakan pengadaan serta
pengembangan sarana prasarana Di Kantor SAMSAT Kotabumi, sekitar awal
tahun pihak Pemerintah Provinsi telah mensurvei kantor ini tapi sampai sekarang
tidak ada tanda-tanda akan terealisasi”

Berikut di samping ini ditampilkan beberapa gambar hasil dari upaya petugas
membuat pelayanan menjadi optimal dengan memanfaatkan dan melihara sarana
prasarana yang ada:

Gambar 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kondisi sarana prasarana Kantor SAMSAT Kotabumi
Lampung utara (12 Juni 2010)



(8) (9)

(10) (11)

(12) e

Gambar di atas mengambarkan kondisi sarana prasarana dari optimalisasi
pelayanan yang dilakukan oleh petugas dengan memanfaatkan dan memelihara
sarana prasarana yang ada, gambar (8) mengambarkan kondisi wc di Kantor
SAMSAT Kotabumi yang selalu diupayakan petugas agar terpelihara
kebersihannya untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, gambar (9)
mengambarkan kondisi ruang tunggu wajib pajak yang diupayakan tertata rapi
dan terjaga kebersihannya untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak,

gambar (10) mengambarkan informasi yang dipajang mengenai persyaratan



pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk memberikan kejelasan kepada wajib
pajak, gambar (11) menggambarkan informasi mengenai tata cara pembayaran
pajak kendaraan bermotor untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara
pembayaran kepada wajib pajak, gambar (12) menggambarkan prasarana
pendingin ruangan (ac) untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, gambar
(13) menggambarkan sarana fasilitas pendukung berupa tempat ibadah (musholla)

untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas didapat keterangan bahwa kaitannya
dengan perlengkapan sarana prasarana kerja di Kantor SAMSAT Kotabumi
terdapat sarana prasarana yang belum memenuhi standar yang ada serta sarana
prasarana yang telah ada masih belum mendukung dalam optimalisasi pelayanan
pajak kendaraan bermotor. Dalam optimalisasi pelayanan upaya yang dilakukan
petugas adalah memanfaatkan dan memelihara sarana prasarana yang ada serta
melakukan pengajuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk adanya

pengadaan dan pengembangan sarana prasarana di Kantor SAMSAT Kotabumi.

b. Faktor Ekstern

1. Norma Sosial dan Sitem Budaya

Fenomena negatif yang muncul selama ini terhadap aparat birokrasi, memang
tidak bisa begitu saja kita simpulkan kesalahannya kepada aparat birokrasi. Dalam
faktor norma sosial dan sistem budaya dapat dilihat dari persepsi, sikap dan
sentimen masyarakat mengenai kinerja aparat birokrasi dan dirinya sendiri atau
bisa disimpulkan berupa perilaku yang ditunjukkan petugas pelayanan dan wajib

pajak. Selama ini dapat kita amati ada dua perilaku kontras antara aparat birokrasi



dan pencari jasa pelayanan. Di satu pihak aparat birokrasi merasa ada dalam posisi
penguasa yang lebih menempatkan diri sebagai pengarah daripada pamong. Oleh
karena timbul kecendrungan untuk melihat warga masyarakat sebagai objek pasif
dalam pelayanan publik. Di lain pihak, masyarakat terlanjur melihat aparat
birokrasi sebagai aparat pelayanan dan karena itu mereka menuntut adanya
pengabdian dan pelayanan dari aparat birokrasi kepada masyarakat secara
optimal. Namun demikian, untuk menuntut pelayanan yang baik, mestinya
masyarakat juga sadar akan “citra dirinya” sebagai warga yang tanggap norma

kerja serta keterbatasan yang dimiliki aparat birokrasi.

Dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dibutuhkan perilaku
masyarakat yang menempatkan diri sebagai klien dari patronnya (aparat birokrasi
pelayanan) sehingga menampilkan perilaku manut dan nyaris asor. Sedangkan
aparat pelayanan dibutuhkan perilaku yang sadar tugas serta berdisplin tinggi
sehingga memberikan yang terbaik untuk tugas pelayanan, masyarakat, bangsa

dan Negara.

Faktor ini berkaitan dengan persepsi, sikap dan sentimen masyarakat terhadap
kinerja petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi. Saat ini masyarakat atau wajib
pajak kendaraan bermotor Kabupaten Lampung Utara menunjukkan perilaku
yang masih enggan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam membayar
pajak kendaraan bermotornya. Selain itu wajib pajak menunjukkan perilaku yang
tidak peduli terhadap norma kerja yang harus dilakukan petugas pelayanan dan

segala keterbatasan yang dimiliki aparat birokrasi.



Keterangan diatas didapat wawancara peneliti dengan Bapak Hermansyah (selaku

wajib pajak), beliau mengatakan bahwa:

“pelayanan pajak di SAMSAT ribet, saya mau bayar pajak saja harus bawa surat
ini itu, fotocopy ini itu kadang-kadang bisa bolak balik ke rumah dulu karena ada
persyaratan yang kurang. Selain itu juga saya bingung kayakna petugas-petugas
itu berkerja semua tapi kok masih lama proses pelayanannya ni saya udah
setengah jam nunggu belum selesai tapi memang ada perubahan kearah yang lebih
baik sih kalo bayar pajak di Kantor SAMSAT Kotabumi sekarang lebih rapi
ruangannya, ada ac, tv, wcna juga bersih udahna juga gak ada lagi pengecekan
fisik kendaraan”

Keterangan serupa didapatkan peneliti dari wawancara dengan Bapak Yusuf

(selaku wajib pajak), beliau mengatakan bahwa:

“Bayar pajak di SAMSAT ini banyak tetek bengeknya padahal saya mau bayar
pajak tapi kok kayakna dibuat susah, kalo ada orang yang mau nawarin buat
bantuin bayar pajak terus gak mahal mending saya kasih ke dia ja, kayak calo gitu
lah dek ”

Berkaitan dengan hal diatas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak IPDA

Mustakim SH (selaku Koordinator Kepala) beliau mengatakan bahwa:

“Kalo berbicara persepsi masyarakat memang agak susah dek karena masyarakat
terlanjur memandang citra buruk pelayanan di SAMSAT, jadi walaupun kami
telah melakukan upaya untuk membuat pelayanan menjadi optimal terkadang
tidak ada pengaruhnya. Padahal terkadang pelayanan itu menjadi terhambat
karena perilaku wajib pajak itu sendiri seperti kelengkapan berkas yang tidak
dipenuhi wajib pajak sehingga petugas harus mengembalikan lagi berkas wajib
pajak yang belum lengkap padahal informasi mengenai prosedur pelayanan telah
diberitahukan selain itu wajib pajak juga masih senang menggunakan calo, adanya
calo tersebut malah menghambat petugas karena calo tersebut terkadang
melakukan jalan-jalan pintas tanpa melalui mekanisme yang ada. Dalam rangka
upaya membuat pelayanan menjadi optimal kami dari pihak Kantor SAMSAT
Kotabumi melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat seperti
memasang slogan-slogan yang menyatakan bahwa kami akan selalu memberikan
yang terbaik, tulisan-tulisan yang berusaha menyadarkan masyarakat mengikuti
mekanisme yang ada jangan menggunakan calo serta tulisan-tulisan yang
menyadarkan masyarakat pentingnya membayar pajak untuk pembangunan.
Selain itu kami juga menyediakan sarana kotak saran dan pengaduan bagi



masyarakat agar masyarakat bisa juga ikut berpartisipasi dalam upaya membuat
pelayanan di kantor ini menjadi optimal”

Berikut ditampilkan gambar bentuk sosialisasi pihak Kantor SAMSAT Kotabumi

agar masyarakat bisa menjadi partner bagi petugas dalam optimalisasi pelayanan.

Gambar 14, 15, 16 tulisan-tulisan yang dipajang oleh petugas Kantor SAMSAT
Kotabumi di sekitar kantor (8 November 2010)

C AN MEAANG B e 2
TETAPL KAME SELAL RRUSARA

(16)

Gambar diatas mengambarkanbentuk upaya sosialisasi petugas Kantor SAMSAT
Kotabumi sosialisasi kepada masyarakat, gambar (14) sosialisasi dalam bentuk
tulisan yang bertujuan agar masyarakat melengkapi prosedur dan tidak
menggunakan calo hal tersebut untuk memperlancar pelayanan, gambar (15)
sosialisasi dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan pada
masyarakat bahwa petugas Kantor SAMSAT Kotabumi akan selalu berusaha
memberikan yang terbaik, gambar (16) mengambarkan sarana kotak saran dan

pengaduan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan memberi kritik kepada



pihak Kantor SAMSAT Kotabumi agar pelayanan yang diberikan bisa berjalan

optimal.

Berdasarkan observasi peneliti mengamati perilaku petugas di Kantor SAMSAT
Kotabumi, petugas menunjukkan perilaku yang sadar tugas dan memiliki
semangat kerja. Hal tersebut terlihat dari perilaku tugas saat jam kerja dimana
masing-masing petugas terlihat sibuk mengerjakan tugasnya masing tidak terlihat

ada yang santai bahkan untuk mengobrol dengan petugas lain.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas didapat keterangan bahwa dalam
optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan persepsi, sikap
dan sentimen masyarakat, pihak kantor SAMSAT Kotabumi melakukan upaya-
upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan-tulisan yang dipajang di
sekitar kantor yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan meningkatkan
kepercayaan pada masyarakat terhadap Kkinerja petugas Kantor SAMSAT
Kotabumi serta diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan sekaligus menjadi
partner bagi petugas untuk membuat pelayanan khususnya pelayanan pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kotabumi menjadi optimal. Selain itu
petugas Kantor SAMSAT Kotabumi juga dalam optimalisasi pelayanan
menunjukkan perilaku yang sadar akan tugas dan kewajibannya serta memiliki

semangat kerja.



2. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor SAMSAT Kotabumi dalam
optimalisasi pelayanan pajak kendaraan  bermotor
Berdasarkan observasi peneliti mengenai proses pelayanan didapati loket
pelayanan yang dahulu terdapat 7 loket telah diserdehanakan menjadi 2 loket yaitu
loket 1 (pendaftaran dan penetapan) dan loket 2 (pembayaran dan penyerahan).
penyederhanaan loket menjadi hanya 2 loket tentunya akan mempermudah wajib
pajak dalam memahami dan melaksanakan pembayaran pajak kendaraan
bermotornya karena prosedur pembayaran hanya dilakukan melalui 2 loket. Selain
itu untuk pengesahan STNK 1 tahun tidak ada lagi pengecekan fisik kendaraan
bermotor, pengecekan fisik hanya dilakukan pada pengesahan STNK 5 tahun.
Namun peneliti selama di Kantor SAMSAT Kotabumi pada Juni 2010
menemukan pada proses pelayanan pada kantor SAMSAT berkaitan dengan
waktu penyelesaian pelayanan terkadang terdapat tanggal, hari dan jam tertentu
dimana banyak masyarakat yang ingin mengurus kendaraannya sehingga terlihat
suasana ruang tunggu wajib pajak ramai dan akibat banyaknya wajib pajak yang
datang ingin mendapatkan pelayanan membuat petugas pelayanan kewalahan
terlihat dari berkas yang menumpuk pada meja aparat pada loket 1 yang akibatnya
pelayanan yang diberikan membutuhkan waktu sekitar lebih dari 1 jam. Selain itu
pada loket 1 tiap hari pada jam kerja didapati petugas pada loket 1 telah menutup
loketnya lebih awal sekitar setengah jam dari jadwal pelayanan yang telah ada hal
itu terlihat dengan tulisan “tutup” pada kaca loket 1 walaupun pada loket 2 tidak

tutup seharusnya hal ini dinformasikan.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dari observasi peneliti diatas serta wawancara

sebelumnya dengan Bapak Brigpol Suryanto petugas dari loket 1, peneliti



melakukan konfirmasi kembali dengan Bapak IPDA Mustakim, SH (selaku

Koordinator kepala SAMSAT) beliau mengatakan bahwa:

“Di Kantor SAMSAT ini alur pelayanan telah dipermudah bagi wajib pajak, sperti
alur pelayanan disederhanakan hanya menjadi 2 loket, bagi pengesahan STNK 1
tahun tidak ada lagi pengecekan fisik namun dalam proses pelayanan pajak
kendaraan bermotor masih terjadi keterlambatan waktu dari standar yang
ditentukan hal itu disebabkan jumlah petugas yang kurang padahal beban tugas
yang harus diemban petugas semakin bertambah karena meningkatnya jumlah
kendaraan setiap tahunnya”

Kemudian pernyataan diatas dipertegas oleh Bapak AIPTU M.Zen (Baur STNK
SAMSAT) melalui wawancara dengan peneliti terkait dengan waktu penyelesaian

dan waktu pelayanan beliau mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan waktu pemberian pelayanan petugas semaksimal mungkin
dapat menyelesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yaitu maksimal 60
menit sesuai dengan target waktu tetapi hal tersebut terkadang situasional karena
ada waktu tertentu banyak masyarakat yang mengurus kendaraannya ke SAMSAT
untuk mendapatkan produk pelayanan selain untuk membayar pajak kendaraannya
sehingga berkas menjadi menumpuk tentunya hal tersebut membutuhkan waktu
lebih padahal petugas telah maksimal dalam menjalankan tugasnya tanpa
menunda-nunda sebenarnya hal ini disebabkan oleh kekurangan personil yang
kami hadapi pada loket pendaftaran padahal loket pendaftaran merupakan loket
pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Tutupnya loket 1 lebih
dulu dibanding loket 2 itu merupakan antisipasi petugas untuk menyelesaikan
lebih dulu berkas yang telah masuk sehingga wajib pajak yang datang duluan bisa
langsung ke loket 2”

Berikut di samping ini ditampilkan gambar situasi pelayanan pajak kendaraan

bermotor di Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten Lampung Utara:



Gambar 17, 18 : situasi pelayanan pada Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara (9 Juni 2010)

Gambar diatas mengambarkan situasi pelayanan pada Kantor SAMSAT Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara, gambar (17) mengambarkan situasi pukul 02.00 WIB
dimana loket 1 (pendaftaran dan penetapan) telah menutup loketnya dan terlihat
masih ada berkas yang masih menumpuk diatas meja petugas loket 1 yang belum
diselesaikan untuk diserahkan pada loket 2 sedangkan gambar (18)
mengambarkan situasi pukul 11.00 WIB dimana terlihat pada jam tersebut banyak
masyarakat yang menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan dari petugas
SAMSAT khususnya untuk mendapatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diterangkan kendala-kendala yang dihadapi
aparat Kantor SAMSAT Kotabumi dalam proses pelayanan terkait waktu
pelayanan yang melebihi standar waktu yang ada yaitu kurangnya jumlah personil

terutama pada loket 1 pendaftaran dan penetapan.

Selain kendala pada jumlah personil, Kantor SAMSAT Kotabumi juga mengalami
kendala terhadap kualitas aparat khususnya mengenai kualitas aparat tentang
pengetahuan dan bagaimana bertindak dalam pelayanan yang memuaskan bagi
masyarakat (pelayanan prima). Walaupun ada kegiatan peningkatan kualitas

aparat, kegiatan tersebut tidak diberikan kepada seluruh petugas.



Hal diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak AIPTU M.Zen (Baur
STNK SAMSAT), beliau mengatakan bahwa:

“Nah, ada satu lagi kendala yang dihadapi bagi petugas disini dalam upaya
membuat pelayanan menjadi optimal bagi masyarakat yaitu kurangnya kegiatan-
kegiatan ataupun program peningkatan kualitas aparat bagi petugas di Kantor
SAMSAT ini. Walaupun ada program peningkatan kualitas aparat tetapi tidak
semua petugas disini mendapatkan hanya perwakilan sja itupun hanya sekali yaitu
pelatihan tentang pelayanan prima, dari pihak Polri hanya saya dan komandan
Mustakim yang pernah mendapatkan pelatihan tersebut. Seharusnya dalam hal ini
Pemerintah Provinsi ataupun pihak terkait mengadakan semacam pelatihan-
pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas aparat disini terutama dalam upaya
memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat”

Berdasarkan pemaparan diatas didapat keterangan bahwa petugas Kantor
SAMSAT Kotabumi mengalami kendala dalam hal kualitas petugas terutama
dalam hal pengetahuan petugas bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik
(optimal) hal itu disebabkan kurangnya program-program peningkatan kualitas

aparat secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh aparat SAMSAT

Kotabumi oleh pihak terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi..

Selanjutnya berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya didapat keterangan
bahwa sarana prasarana di Kantor SAMSAT Kotabumi masih belum memenuhi
standar sarana prasarana yang telah ada serta sarana prasarana yang telah ada
masih kurang mendukung dalam membuat pelayanan menjadi optimal. Kemudian
pihak Kantor SAMSAT Kotabumi juga mengalami kendala terhadap kurang
cepatnya respon pengadaan dan pengembangan sarana prasarana dari Pemerintah
Provinsi padahal pihak Kantor SAMSAT Kotabumi telah melakukan pengajuan

permintaan untuk diadakannya pengadaan dan pengembangan sarana prasarana.



Hal-hal tersebut menjadi salah satu kendala pihak Kantor SAMSAT Kotabumi

dalam optimalisasi pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan paparan-paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala
yang dihadapi pihak Kantor SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi pelayanan
pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu

Atap adalah:

1.  Sumber Daya Manusia

Dimana Kantor SAMSAT Kotabumi mengalami kekurangan jumlah personil
dalam optimalisasi pelayanan terutama bagi personil yang berada di Loket 1
(pendaftaran dan penetapan) sebagai loket pertama bagi wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotornya.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimana di Kantor SAMSAT Kotabumi dalam rangka optimalisasi pelayanan
kurang mendapat program atau pelatihan secara menyeluruh dan berkelanjutan
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan
3. Sarana Prasarana

Kantor SAMSAT Kotabumi mengalami kendala terhadap sarana prasarana yang
ada dimana belum memenuhi standar yang ada selain itu sarana prasarana yang
telah ada masih belum mendukung dalam optimalisasi pelayanan. Selain itu tidak
adanya respon cepat dari Pemerintah Provinsi untuk pengadaan dan

pengembangan sarana prasarana di Kantor SAMSAT Kotabumi



C. Pembahasan

Pada tahapan ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian
yang telah ditetapkan serta hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data dan pembahasan yang
telah disajikan sebelumnya diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam
penelitian ini.

Dalam era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang
nomor 12 Tahun 2008 yang di di dalam penjelasannya salah satunya menegaskan
mengenai kapasitas pemerintah daerah dicerminkan oleh kemampuannya dalam
merumuskan kebijakan yang tepat, memberikan pelayanan yang baik dan
mensejahterakan rakyat di wilayahnya. Untuk itu pemerintah daerah harus
didukung aparatur yang disiplin dan berkualitas, manajemen yang baik serta

keuangan dan sarana dan prasarana yang mendukung.

Berkaitan dengan pemberian pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.dalam kondisi saat ini dimana masyarakat semakin Kritis terhadap
kinerja aparatur pemerintah dalam melayani kepentingan mereka. Masyarakat
menuntut aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal. Salah
satu pelayanan yang dituntut oleh masyarakat adalah pelayanan pajak kendaraan

bermotor.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang potensial
dalam menyumbang PAD Provinsi Lampung oleh karena itu PKB harus terus
ditingkatkan salah satunya dengan mengurangi jumlah tunggakan oleh wajib

pajak. Wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagai bagian dari Provinsi Lampung



yang turut menyumbang PAD bagi Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang
didapat peneliti memiliki jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang
meningkat tiap tahunnya. Peningkatan tunggakan tersebut berkaitan dengan
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya..Oleh
karena itu perlu adanya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut dapat dilakukan dengan
meningkatkan mutu pelayanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan bagi
wajib pajak. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ancok (2000)
“bahwa kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila
seluruh aparat pemerintah meningkatkan mutu pelayanan”. Oleh karena itu untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya,
pemerintah harus meningkatkan mutu pelayanan”. Salah satu upaya untuk
meningkatkan mutu pelayanan adalah dengan optimalisasi pelayanan (Osborne
dan Gaebler, 1992). Optimalisasi itu sendiri berasal dari kata optimal, yang berarti
terbaik, tertinggi : atau paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti
menjadikan paling baik/paling tinggi, sementara pengoptimalan adalah proses,
cara pembuatan untuk mengoptimalkan. Sedangkan optimalisasi adalah upaya
pengoptimalan, pembuatan menjadi optimal (Kamus Besar Bahasa Indonesia

Edisi Kedua: 1989).

Pelayanan optimal mengandung arti terbaik atau tertinggi yang memiliki
kesamaan arti dengan pelayanan prima “excellent service” atau pelayanan terbaik.
Pengertian prima menunjukkan karakteristik total dari suatu produk (barang atau

jasa) yang melebihi standar baku sehingga pelanggan merasa mendapat lebih dari



semula yang diharapkan. Terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan
keprimaan sesuatu, yaitu:kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan digunakan,
bebas dari kerusakan dan kesalahan, memenuhi kebutuhan pelanggan, melakukan
dengan cara yang benar, dan menyenangkan pelanggan (Rasmadi, 2007:5).

Unit pelaksana yang memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah
Kabupaten Lampung Utara adalah Kantor SAMSAT Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara dimana dalam pelaksanaan pemberian pelayanan, pola
penyelenggaraan pelayanan dilakukan dalam Sistem Admnistrasi Manunggal Di
Bawah Satu Atap.

Berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan aparat di Kantor
SAMSAT Kotabumi dalam kaitannya dengan pelayanan pajak kendaraan
bermotor, pihak Kantor SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi pelayanan
melakukan upaya-upaya membuat pelayanan khususnya pelayanan pajak
kendaraan bermotor menjadi optimal tetapi dalam pelaksanannya pihak Kantor
SAMSAT Kotabumi masih mengalami kendala-kendala. Hal ini dapat dilihat dari
faktor intern yang menentukan dalam optimalisasi pelayanan yang digunakan
untuk meneliti dan menganalisis optimalisasi pelayanan serta menganilisis
kendala-kendala yang dihadapi Kantor SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi

pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Dalam penyajian data sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua fokus
dalam penelitian ini yakni optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor
Dalam Sistem Admnistrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap pada Kantor
SAMSAT Kotabumi dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern yang menentukan

optimalisasi pelayanan tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam



optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT
Kotabumi. Berdasarkan fokus-fokus tersebut maka pembahasannya sebagai

berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Sistem

Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

a. Faktor Intern

1.  Perilaku Kepemimpinan Birokrasi di Kantor SAMSAT Kotabumi

Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam
melaksanakan suatu kegiatan organisasi. Selanjutnya pemimpin mempunyai
pengetahuan yang lebih baik dibandingkan bawahannya, berdedikasi baik serta
pengalaman yang luas. Oleh sebab itu pemimpin mempunyai perilaku yang dapat
diterima oleh bawahan dan lingkungannya. Pemimpin harus dapat menpengaruhi
perilaku bawahannya agar apa yang diperintahkannya senantiasa dapat
dilaksanakan bawahannya. Selain itu salah satu faktor yang mendukung perilaku
kepemimpinan yaitu faktor pendidikan dimana pendidikan tersebut adalah usaha
sadar dan sistematis yang berlangsung sumur hidup dalam rangka mengalihkan
pengetahuan seseorang ke orang lain (bawahan) yang bersifat formal maupun

informal.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pimpinan pada Kantor SAMSAT
dijabat oleh seorang Koordinator yaitu Bapak IPDA Mustakim, SH. Koordinator
tersebut adalah seorang Perwira Polri yang tentunya memiliki pengetahuan yang

lebih baik dibandingkan bawahannya karena beliau dididik untuk dijadikan



seorang pemimpin selain itu beliau memiliki pendidikan strata satu hukum,

tentunya hal tersebut salah satu faktor pendukung tersendiri dalam kepemimpinan

beliau.

Menurut Fleishmen, Holpin, Winer, Hempill dan Coous (dalam Sinambela,

2006:100) yang meneliti mengenai perilaku kepemimpinan dimana didapat dua

macam dimensi utama pemimpin yaitu:

a.  Konsiderasi
Perilaku pemimpin cenderung ke arah kepentingan bawahan. Adapun ciri-

ciri perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan adalah

g)

b.

Ramah tamah

Mendukung dan membela bawahan

Mau berkonsultasi

Mau mendengarkan pendapat bawahan
Mau menerima usul bawahan

Memikirkan kesejahteraan bawahan
Memperlakukan bawahan setingkat dirinya

Struktur Inisiasi

Perilaku pemimpin yang cenderung mementingkan tujuan organisasi

daripada memperhatikan bawahan, maka perilaku pemimpin mempunyai

ciri-ciri:

Memberikan kritik pelaksanaan yang jelek
Menekankan pentingnya atas waktu pelaksanaan tugas-tugas kepada
bawahan

Selalu memberitahu apa-apa yang dikerjakan bawahan



d) Selalu memberi petunjuk bawahan bagaimana melakukan tugas

e) Memberikan standar tertentu atas pekerjaan

f) Meminta bawahan agar selalu menuruti dan mengikuti standar yang
telah ditetapkan

g) Selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh kemampuan

Berdasarkan hasil penelitian didapati perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh
Koordinator SAMSAT adalah mementingkan bawahan dan mementingkan tujuan
Kantor SAMSAT yang beliau pimpin tanpa cenderung ke salah satu kepentingan.
Berikut perilaku kepemimpinan koordinator SAMSAT Berdasarkan hasil

penelitian:

1. Sikap ramah terhadap seluruh aparat pada Kantor SAMSAT

2. Mendukung bawahan

3. Mau berkonsultasi

4, Mau mendengarkan bawahan

5 Mau menerima usul bawahan

6. Tidak memikirkan kesejahteraan bawahan

7. Memperlakukan seluruh aparat yang menjadi bawahannya sebagai
teman dan keluarga

8. Menekankan pentingnya atas waktu pelaksanaan tugas-tugas

kepada bawahan
9. Memberikan kritik pelaksanaan yang jelek

10. Melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kinerja aparat
agar berjalan sesuai dengan peraturan yang ada

11. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan



Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa
dalam optimalisasi pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor
Koordinator SAMSAT menunjukkan perilaku kepimpinan yang mementingkan
kepentingan bawahan serta kepentingan organisasi tanpa cenderung ke salah satu
kepentingan dan perilaku tersebut efektif dalam mengerakkan petugas Kantor
SAMSAT Kotabumi baik itu petugas dari Polri, Dipenda maupun Jasa Raharja
agar berkerja untuk selalu tampil prima dalam memberikan pelayanan khususnya
pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak.. Hal itu terlihat dari
hasil penelitian dimana aparat telah sadar tugas dengan menjalankan tugas sesuai
dengan ketentuan yang telah menjadi kewajibannya, disiplin terhadap peraturan

yang ada serta menunjukkan semangat saat berkerja.

2.  Rangsangan yang Memadai Bagi Aparat Kantor SAMSAT Kotabumi

Rangsangan berkaitan dengan adanya sesuatu yang dapat meningkatkan gairah
berkerja aparat pelayanan dalam memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat. Dalam hal ini rangsangan berkaitan dengan pendapatan aparat dan
motivasi aparat Kantor SAMSAT Kotabumi.

Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimumnya dapat
menciptakan ketenangan dalam bekerja sehingga ia dapat lebih berkonsentrasi
pada pekerjaannya. Pengertian akan hal ini dapat diartikan bahwa petugas yang
ditugaskan telah terjamin dari segi pendapatannya. Sehingga dalam melaksanakan
tugas tidak ada dalam penyelewengan-penyelewengan masalah keuangan yang
berakibat menghalalkan segala cara (Moenir, 1992:27). Selain itu menurut Abdul
Aziz (dalam Arfani, 1996:234) mengatakan bahwa tingkat disiplin kerja yang

rendah karena disebakan gajinya rendah, jika aparat diberikan insentif yang besar



secara tidak langsung akan memberikan semangat kepada aparat untuk berkerja

lebih baik lagi.

Selain itu tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang pegawai dapat dipengaruhi
beberapa faktor diantaranya lingkungan tempat bekerja karena dengan adanya
hubungan yang harmonis maka akan tercipta lingkungan kerja yang baik. Oleh
sebab itu pemimpin dan seluruh petugas harus dapat menciptakan suasana yang
harmonis yang dapat mendorong atau menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
Jika hubungan terjalin dengan baik dapat dikatakan Kkinerja para pegawai akan
lebih tinggi tetapi bilamana pemimpin tidak dapat menciptakan suasana
lingkungan yang menyenangkan maka produktivitas kerja pegawai akan menurun

(Sinambela, 2006:106).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa pendapatan yang diterima
oleh petugas SAMSAT didasarkan pada golongan masing-masing pada
instansinya, dari pihak Kantor SAMSAT sendiri tidak dapat memberikan
pendapatan kepada aparatnya karena wewenang memberikan pendapatan bagi
aparat dilakukan oleh instansi masing-masing aparat di dalam Kantor SAMSAT
Kotabumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Kantor SAMSAT Kotabumi tidak ada
rangsangan berupa insentif untuk meningkatkan gairah petugas dalam berkerja
sedangkan para petugas Kantor SAMSAT Kotabumi menginginkan pendapatan
yang lebih di luar gaji mereka seperti pemberian insentif karena hal tersebut
dapat meningkatkan gairah mereka dalam berkerja. Keinginan para petugas
untuk mendapatkan insentif tersebut berdasarkan hasil penelitian disebabkan
oleh berkurangnya pendapatan yang mereka terima akibat adanya peraturan
yang melarang wajib pajak untuk memberikan imbalan kepada petugas SAMSAT
sedangkan selama ini imbalan dari wajib pajak itu merupakan salah satu
pendapatan di luar gaji para petugas SAMSAT.

Berdasarkan hasil penelitian dalam optimalisasi pelayanan upaya yang dilakukan
untuk memberikan rangsangan bagi petugas Kantor SAMSAT Kotabumi dalam
berkerja yaitu motivasi bagi petugas berupa kenyamanan lingkungan kerja di
Kantor yang tercipta dari upaya Koordinator serta petugas di Kantor SAMSAT
Kotabumi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama petugas



untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh petugas dalam
berkerja. Motivasi tersebut berdasarkan hasil penelitian mampu meningkatkan
gairah kerja petugas hal itu terlihat dari hasil penelitian dimana aparat pada
Kantor SAMSAT Kotabumi saat jam kerja terlihat memiliki semangat yang tinggi
dan berkerja maksimal dengan tidak menunda-nunda tugas dan serius saat
berkerja.

Namun menurut peneliti sebaiknya pihak Kantor SAMSAT Kotabumi dalam
optimalisasi melakukan upaya memberikan rangsangan berupa insentif untuk
semakin meningkatkan gairah kerja petugas selain itu juga untuk mencegah
penyelewengan-penyelewangan seperti korupsi dan lain-lain. Walaupun pihak
Kantor SAMSAT Kotabumi tidak memiliki kekmampuan dan kewenangan untuk
memberikan insentif kepada petugas tetapi dalam rangka optimalisasi
pelayanan pihak Kantor SAMSAT Kotabumi dapat melakukan upaya pengajuan
permintaan pemberian insentif kepada Pemerintah Provinsi Lampung karena di
dalam Pedoman Tata Laksana SAMSAT yang tujuannya untuk meningkatkan
pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor tertulis bahwa
aparat pelaksana dan Pembina SAMSAT diberikan insentif.

c. Kejelasan Tugas dan Prosedur Kerja Aparat Pada Kantor SAMSAT
Kotabumi

Dalam hal tugas dan prosedur kerja keduanya berkaitan erat karena dalam
pelaksanaan tugas, aparat pelayanan harus mengikuti prosedur kerja yang telah
ada. Prosedur bisa diterjemahkan sebagai tata cara yang berlaku dalam suatu
organisasi. Kedudukannya penting karena sah atau tidaknya perbuatan yang
dilakukan aparat dtentukan oleh perbuatannya yang sesuai prosedur (Mansyur,
2008:39).

Berdasarkan hasil penelitian tugas dan prosedur kerja aparat Kantor SAMSAT
kotabumi telah jelas dan dipahami oleh aparat karena tugas dan prosedur kerja
petugas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Sistem Admnistrasi
Manunggal Di Bawah Satu atap terdapat ketentuan yang mengaturnya yaitu
Pedoman Tata Laksana SAMSAT. Selain itu petugas telah mengetahui apa saja
yang harus dilakukan di dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu
Atap karena sebelum ditempatkan di Kantor SAMSAT Kotabumi peugas terlebih
dahulu mendapatkan pembekalan .



Adanya kejelasan tugas dan prosedur kerja petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi
sebagai salah satu faktor penentu dalam rangka optimalisasi pelayanan akan
memberikan kemudahan petugas untuk menjalankan tugas dan prosedur kerja
masing-masing yang sehingga akan tercipta kelancaran pada pelayanan
khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor karena tidak ada tumpang
tindih tugas diantara masing-masing aparat selain itu dapat mengurangi
kesalahan terhadap produk pelayanan yang diberikan bagi wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian petugas Kantor SAMSAT Kotabumi dalam
optimalisasi pelayanan upaya yang dilakukan petugas yaitu melaksanakan tugas
dan prosedur kerja pada Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap
dengan selalu mengikuti ketentuan yang ada dalam Pedoman Tata Laksana
SAMSAT serta pembekalan yang petugas dapatkan sebelum ditempatkan di
Kantor SAMSAT Kotabumi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan
adanya kejelasan tugas dan prosedur kerja petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi
serta dalam menjalankan tugas dan prosedur kerja petugas telah mengikuti
ketentuan yang ada yaitu yang tercantum dalam Pedoman Tata Laksana
SAMSAT dimana pedoman itu sendiri telah dirancang untuk meningkatkan
pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat
tentunya akan memberikan kelancaran pada pelayanan pajak kendaraan
bermotor. Selain itu produk pelayanan pelayanan yang diberikan kepada wajib
pajak dapat diterima dengan benar, tepat dan sah serta memberikan rasa aman
dan kepastian hukum karena produk yang diberikan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Kejelasan Peran dan Sarana Prasarana Pada Kantor SAMSAT Kotabumi

Istilah peran sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin
ilmu sosial. Dalam terminologi ilmu sosial kata “peran” diartikan sebagai
perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat
(Kamus Besar Bahasa Indonesia), atau dengan kata lain dapat dimaknai sebagai
bentuk operasionalisasi dari kedudukan seseorang didalam masyarakat.

Menurut Taneko (dalam Sanjaya, 2010:37) peran adalah kegiatan organisasi
yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang



ditetapkan. Peran menurut pengertian ini menitikberatkan pada proses
kegiatan, artinya kajian peran bertitik tolak pada mekanisme kerja organisasi
untuk mencapai tujuan-tujuan yang digariskan organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah
suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam
menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di dalam
masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan penelitian ini, maka peran SAMSAT
yang terdiri dari 3 instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan pajak
kendaraan bermotor berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian
RI, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur
Umum PT. Jasa Raharja (Persero) No. SKEP/06/X/1999, N0.973-1228, dan No.
SKEP/02/X/1999, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
memenuhi kewajibannya di bidang pendaftaran kendaraan bermotor,
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL)J).

Berdasarkan hal diatas didapat keterangan bahwa peran masing-masing pihak
pada Kantor SAMSAT Kotabumi memiliki perannya masing-masing dalam
pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap tetapi ketiga
peran tersebut memiliki keterkaitan. Peran menurut pengertian ini
menitikberatkan pada proses kegiatan, artinya kajian peran bertitik tolak pada
mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang digariskan
organisasi. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan peran bertitik tolak pada
mekanisme kerja suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapat keterangan bahwa peran dari masing-
masing instansi pada Kantor SAMSAT Kotabumi telah jelas karena peran
tersebut telah ada mekanisme yang mengaturnya yaitu terdapat dalam
Pedoman Tata Laksana SAMSAT. Dalam optimalisasi pelayanan upaya yang
dilakukan petugas yang mewakili instansi masing-masing dalam kedudukannya
di Kantor SAMSAT Kotabumi untuk membuat pelayanan khususnya pelayanan
pajak kendaraan bermotor menjadi optimal dilakukan petugas dengan
menjalankan peran selalu mengikuti mekanisme yang ada tanpa menambah
atau mengurangi dari mekanisme yang telah ditetapkan sehingga produk
pelayanan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat diterima dengan
benar, tepat dan sah serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum karena
produk yang diberikan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.



Selain itu Mekanisme di dalam Pedoman Tata Laksana itu juga dibentuk agar
tidak terjadi tumpang tindih antar instansi dalam menjalankan perannya di dalam
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap sehingga dengan petugas
mengikuti mekanisme yang ada diharapkan akan memberikan kelancaran

pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya Tersedianya sarana pelayanan yang memadai yang sesuai dengan
bentuk pelayanan akan mendorong tercapainya efektifitas dan efesiensi pelayanan
(Moenir, 1992:27). Berdasarkan hasil penelitian perlengkapan sarana prasarana
kerja di Kantor SAMSAT Kotabumi terdapat sarana dan prasarana yang belum
memenuhi standar yang ada serta sarana prasarana yang telah ada masih belum

mendukung dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian didapat keterangan dalam optimalisasi pelayanan
upaya yang dilakukan petugas adalah memanfaatkan dan memelihara sarana
prasarana yang ada. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk upaya
memberikan kejelasan dan kenyamanan khususnya kepada wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraannya di Kantor SAMSAT Kotabumi.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapat keterangan bahwa dalam optimalisasi
pelayanan pihak Kantor SAMSAT Kotabumi telah melakukan upaya pengajuan
kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk adanya pengadaan dan
pengembangan sarana prasarana di Kantor SAMSAT Kotabumi. Namun, pihak
Pemerintah Provinsi Lampung kurang cepat dalam merespon permintaan dari
pihak Kantor SAMSAT Kotabumi untuk pengadaan dan pengembangan sarana

prasarana dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat



padahal setiap petugas selain memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab juga
punya hak untuk menggunakan sarana dan prasarana organisasi guna
menyelesaikan tugasnya. Jika karena sarana prasarana organisasi terbatas maka
niat baik petugas dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang cepat,tepat dan

murah kepada masyarakat, seringkali menjadi terganggu (Mulyadi, 2005).

b. Faktor ekstern

1. Norma Sosial dan Sistem Budaya

Fenomena negatif yang muncul selama ini terhadap aparat birokrasi, memang
tidak bisa begitu saja kita simpulkan kesalahannya kepada aparat birokrasi. Dalam
faktor norma sosial dan sistem budaya dapat dilihat dari persepsi, sikap dan
sentimen masyarakat mengenai kinerja aparat birokrasi dan dirinya sendiri atau
bisa disimpulkan berupa perilaku yang ditunjukkan petugas pelayanan dan wajib
pajak. Selama ini dapat kita amati ada dua perilaku kontras antara aparat birokrasi
dan pencari jasa pelayanan. Di satu pihak aparat birokrasi merasa ada dalam posisi
penguasa yang lebih menempatkan diri sebagai pengarah daripada pamong. Oleh
karena timbul kecendrungan untuk melihat warga masyarakat sebagai objek pasif
dalam pelayanan publik. Di lain pihak, masyarakat terlanjur melihat aparat
birokrasi sebagai aparat pelayanan dan karena itu mereka menuntut adanya
pengabdian dan pelayanan dari aparat birokrasi kepada masyarakat secara
optimal. Namun demikian, untuk menuntut pelayanan yang baik, mestinya
masyarakat juga sadar akan “citra dirinya” sebagai warga yang tanggap norma

kerja serta keterbatasan yang dimiliki aparat birokrasi.



Dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dibutuhkan perilaku
masyarakat yang menempatkan diri sebagai klien dari patronnya (aparat birokrasi
pelayanan) sehingga menampilkan perilaku manut dan nyaris asor. Sedangkan
aparat pelayanan dibutuhkan perilaku yang sadar tugas serta berdisplin tinggi
sehingga memberikan yang terbaik untuk tugas pelayanan, masyarakat, bangsa

dan Negara (Mulyadi, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan persepsi, sikap dan sentimen
masyarakat terhadap kinerja petugas Di Kantor SAMSAT Kotabumi Utara
menunjukkan perilaku yang enggan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada
dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu wajib pajak
menunjukkan perilaku yang tidak peduli terhadap norma kerja yang harus
dilakukan petugas pelayanan dan segala keterbatasan yang dimiliki aparat
birokrasi. Seharusnya masyarakat atau wajib pajak bisa membantu petugas untuk
membuat pelayanan di Kantor SAMSAT Kotabumi menjadi optimal jika
masyarakat mau mengikuti prosedur pelayanan yang telah ada tentunya hal
tersebut akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan pajak

kendaraan bermotor dan tentunya juga bisa mempercepat waktu pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian didapat keterangan bahwa dalam optimalisasi
pelayanan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan persepsi, sikap dan
sentimen masyarakat, pihak kantor SAMSAT Kotabumi melakukan upaya-upaya
sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan-tulisan yang dipajang di
sekitar kantor yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan meningkatkan

kepercayaan pada masyarakat terhadap Kkinerja petugas Kantor SAMSAT



Kotabumi serta diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan sekaligus menjadi
partner bagi petugas untuk membuat pelayanan khususnya pelayanan pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kotabumi menjadi optimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor SAMSAT Kotabumi dalam
optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor

a.  Sumber Daya Manusia

Pada proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kotabumi
berdasarkan hasil penelitian mengalami kendala pada proses pelayanan yang
mengakibatkan waktu penyelesaian proses pelayanan pajak kendaraan bermotor
terkadang masih melebihi dari standar waktu yang telah ditentukan yaitu 60 menit
dan tutupnya loket 1 diluar dari jadwal pelayanan hal itu dikarenakan beberapa hal
dalam hal ini yang menjadi kendala utama dalam proses pelayanan berdasarkan
hasil penelitian adalah jumlah personil terutama pada loket satu pendaftaran yang

tidak memadai.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pedoman Tata Laksana SAMSAT
berkaitan dengan sumber daya manusia tertulis bahwa jumlah personil yang
ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT
Pusat berdasarkan beban tugas atau jumlah pelayanan. Berdasarkan hal diatas
sebaiknya pihak Kantor SAMSAT Kotabumi mengajukan permintaan
pertambahan jumlah personil mengingat berdasarkan hasil penelitian terjadi
peningkatan jumlah beban tugas petugas di Kantor SAMSAT Kotabumi akibat

bertambahnya jumlah kendaraan yang diiringi meningkatnya jumlah wajib pajak.



b.  Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk dapat menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas peran aparat dalam hal ini harus mempunyai profesionalisme dalam
bekerja. Upaya aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
seringkali terkendala oleh lemahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur
Negara (Rasmadi, 2007:2). Berdasarkan hasil penelitian kualitas sumber daya
manusia yang dimiliki Kantor SAMSAT Kotabumi telah menunjukkan
profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dimana petugas tidak menemui
halangan berarti dalam menjalankan tugasnya karena berdasarkan hasil penelitian
masing-masing aparat sebelum ditempatkan di Kantor SAMSAT Kotabumi
terlebih dahulu mendapat orientasi atau pembekalan oleh Pemerintah Provinsi
tetapi mengingat saat ini terjadi perkembangan di masyarakat khususnya dalam
hal teknologi dan informasi tentunya diperlukan pula peningkatan kualitas aparat

agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor SAMSAT Kotabumi sangat kurang
mendapat program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
aparat di Kantor SAMSAT Kotabumi kalaupun ada kegiatan untuk meningkatkan
kualitas petugas hanya pernah diadakan sekali yaitu pelatihan tentang pelayanan
prima tetapi itu tidak diberikan kepada seluruh aparat Kantor SAMSAT Kotabumi
hanya perwakilan saja. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pedoman Tata
Laksana SAMSAT berkaitan dengan peningkatan kualitas aparat tertulis bahwa
untuk meningkatkan disiplin dan sikap mental personil Kantor Bersama SAMSAT

dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina SAMSAT secara berkala serta untuk



meningkatkan profesionalisme personil Kantor Bersama SAMSAT dilakukan
program orientasi oleh Tim Pembina SAMSAT Pusat atau Tim Pembina
SAMSAT Provinsi. Berdasarkan hal diatas khususnya Tim Pembina SAMSAT
Provinsi atau Pemerintah Provinsi seharusnya terus melakukan upaya untuk
meningkatkan kualitas petugas Kantor SAMSAT Kotabumi seperti mengadakan
pembinaan serta program-program yang dapat meningkatkan profesionalisme
petugas secara berkelanjutan dan menyeluruh kepada seluruh petugas agar
kualitas aparat di Kantor SAMSAT Kotabumi semakin baik lagi khususnya
dalam hal disiplin, sikap mental dan profesionalime petugas dalam rangka

optimalisasi pelayanan.

C. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai yang sesuai
dengan bentuk pelayanan akan mendorong tercapainya efektifitas dan efesiensi
pelayanan (Moenir, 1992:27). Setiap aparatur selain memiliki tugas, wewenang
dan tanggung jawab juga punya hak untuk menggunakan sarana dan prasarana
organisasi guna menyelesaikan tugasnya. Namun karena sarana dan prasarana
organisasi terbatas niat baik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan

murah kepada masyarakat menjadi terganggu (Mulyadi, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian didapat keterangan bahwa aparat Kantor SAMSAT
Kotabumi terkendala pada sarana prasarana yang ada dimana belum memenuhi
standar sarana prasarana yang telah ditentukan serta sarana prasarana yang telah
ada masih kurang mendukung dalam membuat pelayanan menjadi optimal.

Kemudian pihak Kantor SAMSAT Kotabumi juga mengalami kendala terhadap



pengadaan dan pengembangan sarana prasarana dari Pemerintah Provinsi padahal
pihak Kantor SAMSAT Kotabumi telah melakukan pengajuan permintaan untuk
diadakannya pengadaan dan pengembangan sarana prasarana. Hal tersebut juga
menjadi salah satu kendala pihak Kantor SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi
pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan
ketentuan di dalam Pedoman Tata Laksana SAMSAT tertulis bahwa pengadaan
dan pengembangan sarana prasarana Kantor Bersama SAMSAT dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi, oleh sebab itu sudah menjadi tanggung jawab
Pemerintah Provinsi untuk pengadaan dan pengembangan sarana prasarana di
Kantor SAMSAT Kotabumi mengingat petugas Kantor SAMSAT Kotabumi
mengalami kendala terhadap sarana prasarana dalam upaya membuat pelayanan

pajak kendaraan bermotor menjadi optimal di kantornya.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka

didapat kesimpulan sebagai berikut:

1.  optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap, terdiri dari:

a. Faktor Intern

1.  Koordinator Kepala SAMSAT sebagai pimpinan dalam optimalisasi
pelayanan melakukan upaya dengan menunjukkan perilaku
kepemimpinan yang mementingkan kepentingan bawahan dan
kepentingan organisasi. Perilaku tersebut membuat Koordinator
SAMSAT dapat mengerakkan seluruh aparat SAMSAT yang ,menjadi
bawahannya untuk selalu tampil prima dalam berkerja untuk
membuat pelayanan pajak kendaraan bermotor menjadi optimal.

2. Dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor pihak Kantor

SAMSAT Kotabumi melakukan upaya pemberian rangsangan bagi



petugas berupa motivasi untuk meningkatkan gairah kerja petugas
dalam berkerja

tugas dan prosedur kerja aparat di Kantor SAMSAT Kotabumi telah
jelas karena terdapat ketentuan yang mengaturnya yaitu Pedoman Tata
Laksana SAMSAT dan rincian mengenai tugas aparat juga telah
didapatkan oleh aparat dari pembekalan sebelum aparat ditempatkan
di Kantor SAMSAT Kotabumi. Dalam optimalisasi pelayanan pajak
kendaraan bermotor, petugas Kantor SAMSAT Kotabumi melakukan
upaya untuk selalu mengikuti ketentuan yang telah ada dalam
menjalankan tugas dan prosedur kerja.

Peran masing-masing instansi yang diwakili petugasnya di Kantor
SAMSAT Kotabumi telah jelas karena terdapat mekanisme yang
mengaturnya yang tercantum di dalam Pedoman Tata Laksana
SAMSAT dan dalam optimalisasi pelayanan upaya yang dilakukan
petugas adalah dalam menjalankan peran mengikuti mekanisme yang
telah diatur. Selanjutnya dalam optimalisasi pelayanan, pihak Kantor
SAMSAT Kotabumi melakukan upaya dengan memanfaatkan dan
memelihara sarana prasarana yang telah ada serta melakukan upaya
pengajuan permintaan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana
di Kantor SAMSAT Kotabumi kepada Pemerintah Provinsi.

Faktor Ekstern

Perilaku masyarakat atau wajib pajak menunjukkan perilaku yang

masih tidak sadar akan pentingnya pajak dan enggan mengikuti



prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam optimalisasi
pelayanan upaya yang dilakukan petugas adalah dengan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat untuk mendidik masyarakat serta
menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan saran dan
kritik tujuannya agar masyarakat ikut melakukan upaya membuat
pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor

SAMSAT Kotabumi menjadi optimal.

Namun berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di pembahasan
pihak Kantor SAMSAT Kotabumi dalam optimalisasi pelayanan pajak

kendaraan bermotor mengalami kendala-kendala yang dihadapi, yaitu:

a.  Kendala pada sumber daya manusia, yaitu kurangnya jumlah personil
atau petugas pelayanan.

b. Kendala pada kualitas sumber daya manusia, yaitu kurangnya
pembinaan dan program peningkatan profesionalisme aparat dari
pemerintah Provinsi atau Tim Pembina SAMSAT Provinsi secara
menyeluruh dan berkelanjutan.

c. Kendala pada sarana dan pelayanan, yaitu terbatasnya sarana dan
prasarana dimana masih belum memenuhi standar sarana parasarana
yang ada serta kurang cepatnya respon dari Pemerintah Provinsi atas
pengajuan permintaan pengadaan dan pengembangan sarana

prasarana oleh pihak  Kantor SAMSAT Kotabumi.



B.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1.

Dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap pihak-pihak terkait khususnya
Tim Pembina SAMSAT Pusat, Tim Pembina SAMSAT Provinsi (Pemerintah
Provinsi) dan masyarakat (wajib pajak) harus bisa berkerjasama dan
mendukung aparat di Kantor SAMSAT Kotabumi untuk membuat pelayanan

khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor menjadi optimal.

Untuk terlaksananya optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor oleh
aparat, pihak-pihak terkait harus segera dapat mengatasi kendala-kendala

yang dihadapi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:



a. Pihak Kantor SAMSAT Kotabumi sebaiknya mengajukan permintaan
penambahan jumlah personil kepada pihak yang berwenang yaitu Tim
Pembina SAMSAT Pusat mengingat semakin bertambahnya jumlah beban
tugas akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang diiringi
meningkatnya jumlah wajib pajak.

b. Pemerintah Provinsi sebaiknya mengadakan pembinaan dan program
peningkatan profesionalisme aparat secara menyeluruh dan berkelanjutan
kepada aparat Kantor SAMSAT Kotabumi untuk meningkatkan kualitas
aparat.

c. Pemerintah Provinsi seharusnya merespon cepat untuk melakukan
pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan di Kantor
SAMSAT Kotabumi sesuai dengan standar yang ada serta kondisi saat ini
dimana teknologi dan informasi semakin berkembang di masyarakat serta

semakin meningkatnya jumlah wajib pajak.
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